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ABSTRAK

Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara merupakan lembaga peralihan dari
Bazis tahun 2004. Keberadaan lembaga ini memegang posisi sentral
dalam masyarakat Aceh Utara terutama mengentaskan kemiskinan
dan meningkatkan kepercayaan muzakki. Peran ini masih kurang
optimal dijalankan oleh lembaga terutama dalam hal akuntabiltasnya
kepada masyarakat. Problematika ini tidak hanya dipengaruhi oleh
faktor regulasi yang ketat sebagai zakat telah dijadikan PAD,
sehingga terikat dengan berbagai aturan tentang keuangan negara
dan kerahasiannya. Disisi lain, adanya transparansi informasi juga
menjadi keharusan sebab Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara juga
merupakan lembaga publik yang bertanggung jawab terdapat
masyarakat umum.

Metode yang digunakan ialah pendekatan kualitatif dengan jenis
penelitian field research (penilitian lapangan). Adapun sumber data
yang dibutuhkan ialah data primer berupa observasi dan wawancara
dengan pihak pengelola zakat di Baitul Kabupaten Aceh Utara dan
data sekunder dari berbagai referensi, regulasi dan berbagai
kebijakan tertulis baik yang diedarkan maupun yang diperoleh
langsung dari dokumentasi Baitul Mal. Sementara teknik analisis
data yang digunakan berupa kualitatif deskriptif guna
mengambarkan secara menyeluruh dan sistamatis tentang
akuntabilitas penganggaran zakat sebagai PAD pada Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara.

Hasil penelitian yang telah dilakukan ialah Baitul Mal Kabupaten
Aceh Utara belum memiliki laporan yang sesuai dengan standar
akuntansi PSAK No. 109 serta pihak Baitul terikat dengan berbagai
aturan pemerintahan terkait kerahasian data transaksi sehingga
masyarakat belum mempunyai akses terhadap informasi tersebut.
Dengan demikian, sistem akuntabilitas pada Baitul Mal Kabupaten
Aceh Utara masih berifat satu arah yakni dari pihak Baitul Mal Ke
Sekretariat Daerah guna pertanggunjawaban kepada Bupati.
Sementara akuntabilitas kepada masyarakat belum bisa diwujudkan
dan informasi yang diperoleh oleh masyarakat semi tertutup
maknanya masyarakat harus langsung mendatangi kantor Baitul Mal
untuk meminta penjelasan dan informasi.

Kata Kunci: Baitul Mal, Kabupaten Aceh Utara, Akuntabilitas, PAD,
Transparan dan Manajemen.
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BAB1I
PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Zakat merupakan instrumen kebijakan fiskal sejak masa
Rasulullah sampai pada fase-fase berikutnya hingga abad
pertengahan. Dengan kata lain pendapatan dari sumber zakat telah
menjadi salah satu sumber APBN sehingga pengelolaannya menjadi
bagian dari pengelolaan keuangan negara yang bersifat khusus,
karena memang zakat disebut sebagai sumber khas dalam negara
Islam.

Jika meninjau dari kenyataan sejarah, puncak gemilang
pengeloaan zakat terdapat di masa Tabi'in di bawah kekhalifahan
Umar Bin Abdul Aziz. (Muhammad Asu, 1974, :19). Koleksi zakat
saat itu dalam kas Baitul Mal telah melimpah dan mengalami surplus.
Hal ini disebabkan oleh kondisi masyarakat saat itu lebih banyak
sebagai muzakki (wajib zakat) sampai sulit menemukan mustahik
(yang berhak menerima zakat) dari kalangan fakir dan miskin.
Sehingga, Umar bin Abdul Aziz mengambil kebijakan yakni
menyalurkan semua zakat kepada senif rigab (budak), karena dari
senif inilah mustahik banyak ditemukan dari hasil survey beliau. Bukti
sejarah ini mengindikasikan bahwa pengelolaan zakat yang baik dan
profesional ~ semestinya  dikelola  oleh  negara/pemerintah
sebagaimana maksud dalam firman Allah ayat 103 dan ayat 60 surat
at-Taubah.

Konsep pengelolaan zakat yang dibangun dalam perjalanan

sejarah Islam menjadikan zakat sebagai instrumen kebijakan fiskal



yang selaras dengan ketentuan pengelolaan zakat di Aceh sebagai
PAD. Hal ini diatur dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang
Baitul Mal Pasal 24 ayat 2. Kebijakan tersebut telah diterapkan
namun belum mampu diatur secara komprehensif dan statusnya
tidak dijadikan sebagai PAD yang bersifat “khusus”. Paling tidak
dapat dikatakan bahwa konsep zakat sebagai PAD terinspirasi dari
konsep kebijakan fiskal negara Islam yang telah terbukti mampu
menstabilkan perkonomian Negara di masa kejayaan Islam.

Untuk mewujudkan cita-cita di atas, Pemerintah Aceh membuat
kebijakan dan terobosan yang berbeda dengan regulasi nasional
bahkan dengan seluruh daerah di Indonesia. Melalui Undang-
undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh yang
menegaskan bahwa zakat sebagai Sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD). (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2011, tentang Pengelolaan
Zakat, pasal 5,6,7 dan 17 '), Baznas, Jakarta, 2016, : 5 -8

Kebijakan ini mengundang pro dan kontra di tengah masyarakat.
(Harian Serambi Indonesia, Pro Kontra Zakat Jadi PAD, Senin, 10
Maret 2014), serta dinilai sebagai langkah yang sangat berani,
strategis dan progresif. Jika pemerintah Aceh dapat menyusun
pengelolaan zakat yang akuntabilitas dan dapat mengoptimalkan
sistem penganggaran zakat dengan sistem PAD, maka keberanian ini
menjadi percontohan bagi daerah-daerah lain di Indonesia.

Akuntabilitas  pengelolaan zakat dengan sistem PAD
dimungkinkan dengan keberadaan manajamen yang solid yakni
telah adanya Baitul Mal sebagai sebuah lembaga daerah non-
struktural yang memiliki kewenangan untuk mengelola dan
mengembangkan zakat, waqaf, harta agama dengan tujuan untuk
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kemaslahatan umat, serta menjadi wali/wali pengawas terhadap
anak yatim piatu dan/atau pengelola harta warisan yang tidak
memiliki wali berdasarkan syariat Islam. Baitul Mal dibagi ke dalam
empat tingkat, yaitu tingkat Provinsi, Kabupaten/Kota, Kemukiman,
dan Gampong. (profil Baitul Mal di
http:/ /baitulmal.acehprov.go.id/?page_id=1549).

Adapun maksud pemerintah menetapkan status Baitul Mal
sebagai lembaga non struktural adalah untuk memberi ruang kepada
masyarakat umum dan non PNS untuk ikut mengawasi secara
langsung tentang pengelolaan zakat. Sebab apabila zakat sudah
ditetapkan menjadi PAD, berarti pengelolanya adalah lembaga
struktural seperti Dinas Pendapatan (Nurlan Darise, 2006 : 43)..
Lembaga ini telah telah terbentuk sejak April 1973 dan saat ini telah
memiliki berbagai cabang operasional yang tersebar di seluruh
kabupaten di Aceh, salah satunya Aceh Utara.

Sebagai salah satu cabang dari Baitul Mal, Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara juga dituntut mengelola zakat secara
akuntanbel dan mengoptimalkan sistem penganggaran zakat. Pada
dasarnya akuntabilitas pengelolaan zakat merupakan
pertanggungjawaban pengelola zakat kepada masyarakat terkait
pelaksanaan tugas-tugasnya. Hal ini sejalan dengan motto dari Baitul
Mal yakni “Transparan, Kredibel dan Amanah”.
(http:/ /baitulmal.acehprov.go.id/ ?page_id=2242).

Dalam praktiknya akuntabilitas dijadikan sebagai kegiatan
pengawasan terkait pencapaian hasil dari program Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara dengan cara memberikan informasi yang
transaparan kepada masyarakat. Informasi dapat berbentuk laporan
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keuangan ataupun informasi umum melalui website atau media
sosial lainnya, seperti Facebook, Instagram dan lain-lain tentang hasil
pelaksanaan program Baitul Mal. Informasi ini sangat penting
disampaikan untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat ditengah
kemelut panjang antar pemerintah dan masyarakat terkait
pertentangan pengelolaan zakat sebagai PAD.(Serambi Indonesia,
Selasa 11 Maret 2004) Masyarakat khawatir, jika melihat pengelolaan
zakat diambil alih oleh pemerintah dan dijadikan sebagai PAD, (U.U
No. 38/1999) maka ruh zakat sebagai tumpuan masyarakat miskin
dan benefeseris menjadi hilang. Hal ini cukup beralasan jika meninjau
dari permasalahan yang dihadapi oleh Baitul Aceh Utara itu sendiri.
Adapun problematika ialah pertama, hambatan dalam pencairan
dana (zakat-PAD) dari Kas Pemerintah Daerah yang berdampak
kepada macetnya penyaluran dan pendayagunaan zakat. Kedua,
keharusan mengikuti semua aturan keuangan negara yang tidak ada
hubungannya dengan pengelolaan zakat. Ketiga, ancaman temuan
dari lembaga pemerikasa keuangan jika mekanisme dan prosedur
tatakelola keuangan negara tidak dikuti. (Permendagri Nomor 13
Tahun 2006). Keempat, terjadinya konflik internal antara Badan
Pelaksana Baitul Mal dengan Sekretariat lembaga tersebut karena
keduanya memperebutkan tupoksi pengelolaan zakat serta sejumlah
permasalahan lainnya yang telah menghambat perkembangan
lembaga ini.

Berbagai permasalah tersebut telah berhasil menggerus
kepercayaan masyarakat terhadap Baitul Mal Aceh Utara, sehingga
keberadapan sistem akuntabilitas yang tersusun rapi dan transparan
sangat dibutuhkan. Namun ditengah permasalahan tersebut, tingkat
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akuntabilitas pengelolaan dana zakat perlu dipertanyakan sebab
akuntabilitas tidak hanya pertanggungjawaban dalam bentuk
laporan berkala tetapi juga sistem pelaporan yang terstruktur dari
tingkat paling bawah yakni Kepala Baitul Kabupaten Aceh Utara
kepada Kepala Baitul Mal Provinsi Aceh hingga akhirnya dilaporkan
ke Gubernur Aceh. Selain itu, Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara juga
mempunyai kewajiban melaporkan kepada Sekretaris Daerah Aceh,
Sekretariat Baitul Aceh, dan Dewan Pertimbangan Syariah Baitul
Aceh. Hubungan harmonis antara berbagai tingkat tersebut juga
menjadi salah satu faktor terlaksanakan sistem akuntabilitas
pengelolaan zakat yang efektif dan efesien. Hubungan ini dibentuk
dengan kerja sama yang baik serta pemenuhan tugas sesuai dengan
tupoksinya masing pihak-pihak yang bertugas mengelola dan
mengawasi zakat. Tidak hanya sampai di situ, akuntabilitas
pengelolaan zakat juga ditujukan kepada stakeholders dalam hal ini
muzakki dan mustahiq zakat. Dengan kata lain, Baitul Kabupaten Aceh
Utara tidak hanya dituntut mempertanggungjawabkan secara
horizontal (menurut hirarki kepengurusan Baitul Mal), tetapi juga
vertikal (kepada masyarakat secara umum, khususnya muzakki dan
mustahiq Zakat).

Tuntutan lainnya juga terdapat dari segi optimalisasi
penganggaran melalui sistem PAD. Hal ini juga merupakan salah
satu fokus yang sangat penting mengingat kekhawatiran masyarakat
di atas.

Ketentuan zakat sebagai PAD sebagaimana yang diatur
dalam pasal 181 UUPA dan Qanun Aceh nomor 10/2007 tentang
Baitul Mal sempat menuai berbagai macam protes dari beberapa
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kalangan. Komplain tersebut bukan tidak beralasan karena dinilai
dapat mencederai bahkan dapat bertentangan dengan syariat zakat
itu sendiri jika tidak diatur dengan cara yang berbeda dan khusus
sehingga tidak bisa disamakan dengan PAD murni. Harta Zakat
walaupun dimasukkan sebagai salah satu jenis PAD Aceh dan PAD
Kabupaten/Kota wajib mengikuti ketentuan syari'at, apalagi
tuntutan pengelolaan dan pertanggung jawaban kepada masyarakat
yang tidak terlalu rumit dibandingkan dengan PAD.

Dari hasil observasi awal ditemukan bahwa realisasi
penerimaan zakat yang diterima dari kalangan swasta masih sangat
kurang. Beberapa kemungkinannya adalah mayoritas muzakki
menyalurkan dana zakatnya langsung ke mustahiq, serta
profesionalisme Baitul Mal dan hasil pengelolaan zakat yang tidak
terpublikasi masyarakat luas adalah hal yang membuat rendahnya
kepercayaan masyarakat.

Sebagian muzakki masih meragukan keberadaan Baitul Mal
Aceh Utara dalam pendistribusian zakat kepada yang berhak, hal ini
menunjukkan bahwa sebagian muzakki masih menginginkan
pengelolaan zakat yang lebih baik, yaitu bahwa pengelola zakat
harus memiliki profesionalisme, transparansi, dalam pelaporan dan
penyaluran yang tepat sasaran dengan program-program yang
menarik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat walaupun zakat
telah menjadi PAD .

Baitul Mal Aceh Utara harus melaporkan hasil pengelolaan
zakatnya. Pengelolaan apapun jika berhubungan dengan
pemanfaaatan sumber daya publik , harus dikelola secara transparan
dan akuntabel.
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Diharapkan ketika ada pelaporan pengelolaan zakat
kesadaran masyarakat untuk membayar zakat dapat meningkat dan
muzakki mempercayakan pengelolaan zakatnya pada organisasi
pengelola zakat.

Pengguna informasi laporan keuangan dana zakat seperti
muzakki, mustahiq, pemerintah, manajemen amil, serta masyarakat
umum menuntut penyediaan informasi secara cepat dan akurat.
Untuk mengatasi hal tersebut maka dibutuhkan suatu sistem
informasi untuk membantu mengolah data penggunaan dana zakat.
Sistem informasi sebagai alat untuk mempermudah pengelolaan
informasi karenanya menjadi bagian penting sebab data yang
dikelola sedemikian besar dan tuntutan yang tinggi dari para pihak
pengguna informasi atas transparansi dan kredibilitas lembaga zakat
(Hisamuddin, 2016: 12).

Tuntutan akuntabilitas dan transparansi publik pada
organisasi pengelola zakat yang demikian besar menarik minat
banyak peneliti untuk meneliti akuntabilitas dan transparansi
lembaga tersebut. Sejauh ini transparansi dan akuntabilitas yang
semestinya menjadi karakter dasar organisasi pengelola zakat belum
sepenuhnya terealisasikan secara maksimal.

Menurut pengamatan secara tidak langsung oleh peneliti
bahwa informasi yang dapat diakses oleh publik juga terbilang masih
minim seperti pada website bahwa laporan pengumpulan baik di
media sosial Baitul Mal Aceh Utara seperti instagram maupun
facebook informasi yang biasa diperoleh masih sangat sedikit. Hal-

hal tersebut memotivasi peneliti untuk melakukan kajian tentang
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aspek akuntabilitas dalam pengelolaan dana zakat di lembaga
tersebut.

Dari sini penulis akan menganalisis bagaimanakah tingkat
akuntabilitas untuk organisasi pengelolaan dengan judul
“ Akuntabilitas Pengelolaan Zakat di Baitul Mal Aceh Utara (Anlisis
Terhadap Manjemen Penganggaran Zakat Sebagai PAD).

B. Rumusan Masalah
Berdasarkan latar belakang di atas, maka rumusan masalah
penelitian ialah:
1. Bagaimanakah manajemen penganggaran zakat sebagai PAD
yang diterapkan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara?
2. Bagaimakanah akuntabilitas pada manajemen penganggaran

zakat sebagai PAD di Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara?

C. Tujuan dan Urgensi Penelitian
Berdasarkan permasalahan yang disebutkan di atas maka
tujuan yang ingin dicapai dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk menjelaskan dan  menganalisis  manajemen
penganggaran zakat sebagai PAD yang diterapkan Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara.

2. Untuk mengidentifikasikan dan menganalisis akuntabilitas
pada manajemen penganggaran zakat sebagai PAD di Baitul
Mal Kabupaten Aceh Utara.

Adapun wurgensi dilaksanakannya penelitian ini adalah

sebagai berikut:
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1. Dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah dan
pihak terkait dalam menjalankan tugasnya.

2. Dapat menjadi tambahan koleksi khazanah perpustakaan
tentang permasalahan pengelolaan zakat yang bersifat khusus

dan berbeda diterapkan di Aceh Utara.
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BAB II
KAJIAN TEORITIS

Zakat sering dimaknai dengan tumbuh (numuww) dan
bertambah (ziyadah),! akan tetapi kedua makna tersebut tidak
menggambarkan substansi zakat secara menyeluruh, sebab zakat
dalam al-Qur’an juga bermakna menyucikan (QS. 91: 9). Zakat juga
dimaknai sebagai nama’ (keseburan), thaharah (kesucian), dan
tazkiyah - tathier berarti mensucikan. Nama’ juga dimaksudkan
untuk keburuan harta bagi yang mengeluarkan zakat. Pemaknaan
disamping diharapkan zakat dapat mendatangkan keburan berupa
pahala bagi muzakki. Sementara pemaknaan zakat sebagai thaharah
ditujukan kepada pensucian jiwa dari sifat kikir.2 Jika ditinjau dari
aspek sosial, zakat merupakan manifestasi dari gotong-royong antara
hartawan dengan para fakir miskin. Pengeluaran zakat merupakan
perlindungan masyaraakt dari bencana masyarakat vyaitu
kemiskinan, kelemahan fisik dan mental. Manifestasi ini harus
ditangani pelaksanaanny aleh pemerintah (At-Taubah 103). Sebab
zakat itu sendri memerikan efek subur, hidup dan berkembanganya

masyarakat.

A. Urgensi Pensyari’atan Zakat
Zakat merupakan rukun Islam yang keempat dan seruannya

dalam Al-Quran sering disetarakan dengan kewajiban shalat. Hal ini

I Wahbah Al-Zuhayli, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, Cet. V, (Bandung:
Remaja Rosdakarya, 2000), hlm. 82.

2 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. 111,
Edisi Ke-2, (Semarang: Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 4-5.
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dapat ditemui dalam 28 ayat al-Qu’ran3, di antaranya terdapat dalam
surat al-Baqarah ayat 43, 83,110, 177, 277, an-Nisa’ ayat 77, an-Nur
ayat 56, at-Taubah ayat 43 dan masih tersebar dalam dua puluh ayat
lainnya. Melihat posisi zakat diterangkan langsung setelah perintah
melaksanakan shalat, maka kondisi ini memberikan implikasi bahwa
zakat dipandang sebagai pilar agama yang sangat penting dalam
Islam. Betapa tidak, selain sebagai kewajiban agama, zakat juga
mempunyai demensi sosial yakni menjadi instrumen pemerataan
ekonomi dalam masyarakat. Jika dihubungan dengan makna zakat
secara bahasa sebagaimana tersurat dalam al-Qur’an surat at-Taubah
ayat 103, maka zakat secara bahasa dapat dimaknai sebagai
kebersihan dan mensucikan:

Artinya: “Ambillah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu
kamu membersihkan dan mensucikan mereka dan mendoalah
untuk mereka. Sesungguhnya doa kamu itu (menjadi)
ketenteraman jiwa bagi mereka. dan Allah Maha mendengar lagi

Maha mengetahui.” (QS. At-Taubah (9): 103).

Ayat di atas ditujukan kepada Rasulullah untuk memungut
zakat dan sebagian ulama memahami perintah ini bersifat wajib bagi
penguasa, namun mayoritas ulama memahaminya sebagai perintah
sunnah. Selain konteks perintah tersebut, ayat ini juga menjadi alasan

bagi ulama menganjurkan penerima zakat untuk mendoakan setiap

3 Armiadi, Zakat Produktif Solusi Alternatif Pemberdayaan Ekonomi Umat
Potret dan Praktek Baitul Mal Aceh, Cet. 1, (Yogyakarta: Ar-Raniri Press
Darussalam bekerja sama dengan AK Group), hlm. 1.
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yang memberikannya zakat dan menitipkannya untuk disalurkan
keapda mustahik.

Selain makna zakat sebagai sesuatu yang membersihkan dan
mensucikan, Ash-Shiddiqi menambahkan makna zakat sebagai
kesuburan dan keberkahan.> Menurutnya, zakat diartikan sebagai
kesuburan karena mengeluarkan zakat menjadi suatu sebab
didatangkannya kesuburan atau menyeburkan pahala, sementara
zakat dalam artian keberkahan ialah orang yang membayar zakat
akan senantiasa dilimpahi keberkahan oleh Allah SWT.¢ Dalam artian
lebih luas, zakat dapat dimaknai sebagai harta yang dikeluarkan
dengan persyaratan tertentu yang Allah wajibkan kepada pemiliknya
untuk diserahakan kepada kelompok tertentu (mustahik) dengan
persyaratan tertentu pula.” Adapun maksud dari harta yang
dikeluarkan dengan persyaratan tertentu ialah sebagai berikut:

1. Harta yang didapatkan secara baik dan halal;

2. Harta yang berkembang dan berpotentis untuk
dikembangakan seperti melalui kegiatan usaha, perdagangan,
melalui pembelian saham, atau ditabungkan baik yang
dilakukan sendiri maupun orang lain;

3. Harta itu merupakan milik penuh dari muzakki dan berada
dibawah kekuasaannya;

4. Harta tersebut mencapai nisab;

4 Muhammad Qurasy Shihab, Tafsir Al-Misbah: Pesan, Kesan dan dan
Keserasian Al-Qur’an, Volume. 5, (Jakarta: Lentera Hati, 2002), hlm. 666.

5 Teungku Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, Pedoman Zakat, Cet. 111,
Edisi II, (Semarang: PT. Pustaka Rizki Putra, 1999), hlm. 3.

6 Ibid, hlm. 3.

7 K. H. Didin Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian Modern, Ce.1,
(Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 7.
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5. Harta tersebut telah mencapai haul khusus untuk sumber-
sumber tertentu, seperti perdagangan, perternakan, emas dan
perak yang harus mencapai 1 tahun.8

Sementara, orang yang berhak menerima zakat dengan
pernyaratan tertentu ialah mustahik zakat yang telah ditetapkan
dalam surat at-Taubah ayat 60 yaitu:

Artinya: “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang
fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, Para
mu'allaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak,
orang-orang yang berhutang, untuk jalan Allah dan untuk
mereka yuang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan
yang diwajibkan Allah, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha
Bijaksana.” (QS. At-Taubah (9): 60)

Berdasarkan sasaran zakat yang diuraikan pada ayat di atas,
maka golongan-golongan yang berhak menerima zakat dapat
dijelaskan sebagai berikut:

1. Fakir ialah golongan yang penghasilannya kurang dari
setengah kebutuhannya.’

2. Miskin ialah golongan yang membutuhkan akan tetapi
penghasilannya ~ mencukupi  lebih  dari  setengah
kebutuhannya.

3. Pengelola zakat (‘amil) yakni golongan yang bertugas
mengumpulkan zakat, mencari dan menetapkan siapa yang

wajar menerima zakat lalu membagikannya.

8 Hafidhuddin, Zakat dalam Perekonomian ..., hlm. 20-25.
9 Muhammad Qurasy Shibah, Al-Lubab: Makna, Tujuan, dan Pelajaran
dari Surah-surah Al-Qur’an, (Tanggerang: Lentera Hati, 2012), hlm. 568.
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4. Rigab ialah zakat yang diperutungkan untuk membatu budak
mukatib atau membeli budak untuk dimerdekakan. 10

5. Gharim adalah orang yang berhutang untuk kepentingan
pribadi dan kemaslahatan orang lain, seperti mendamaikan
kedua kelompok atau pribadi yang bersangketa.

6. Muallaf ialah golongan yang diberikan zakat kepadanya agar
menarik hatinya untuk menetap dalam keislamannya.

7. Fi sabillah ialah khusus digunakan untuk berperang dan
sebagain mengatakan bahwa gaji tentera yang berperang,
membeli peralatan perang.

8. Ibnu sabil ialah seorang musaffir yang kehabisan bekal dalam
perjalanan.

Meskipun zakat merupakan kewajiban agama yang telah
memiliki ketentuan khusus untuk sumber dan subjek penyalurannya,
tetapi zakat juga memiliki demensi moral, sosial dan ekonomi.
Demensi moral yang dimaksud di sini ialah mengikis sifat ketamakan
pada muzakki terhadap hartanya. Sementera dimensi sosial adalah
zakat berfungsi mengahapuskan kemiskinan dari suatu masyarakat.
Dan demensi ekonomi, zakat dapat mencengah penumpukan harta
pada sebagian kecil kelompok masyarakat dan menjadi sumber
perbendaharan negara yang diwajibkan kepada setiap masyarakat
muslim.”! Hal ini disebabkan, zakat memberikan hikmah tersendiri
bagi pemberi zakat dan penerima zakat, di antara hikmah tersebut

ialah:

10 Analiansyah, Mustahiq Zakat Pandangan Ulama Fiqih Empat Mazhab
dan Ulama Tafsir, (Banda Aceh: NASA, 2012), hlm, 134-136.

11 Sri Nurhayati dan Wasilah, Akuntansi Syariah di Indonesia, Edisi 11
Revisi, (Jakarta: Salemba Empat, 2012), hl. 278.
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1. Zakat menjaga dan memelihara harta dari incaran tindak
kejahatan para pencuri. Seorang muzakki akan lebih tenang
dan nyaman kehidupan sosialnya, sertamampu melakukan
kebaikan yang berhubungan dunia maupun akhirat.

2. Zakat merupakan pertolongan bagi orang-orang fakir dan
orang-orang yang memerlukan bantuan;

3. Zakat bisa mendorong mereka untuk beribadah, bekerja
dengan semangat, dan bisa mendorong mereka untuk meraih
kehidupan yang lebih baik.

4. Zakat menyucikan jiwa dari penyakit kikir dan bakhil. Ia juga
melatih sorang mukmin untuk bersifat pemberi dan
dermawan. Mereka dilatih untuk tidak menahan diri dari
mengeluarkan zakat, melainkan mereka dilatih untuk ikut
andil dalam menunaikan kewajiban sosial, yakni kewajiban
untuk mengangkat negara dengan cara memberikan harta
kepada fakir dan miskin.12

Beberapa hikmah zakat di atas, dapat dinilai bahwa sebagian
besar hikmah zakat hanya ditujukan kepada muzakki, sementara
mustahik tidak dijelaskan dampak dari penerimaan zakat. Padahal
dalam kenyataan, zakat juga memberikan efek bagi mustahik berupa
peningkatan pendapatannya, bahkan lebih dari itu dengan adanya

penyaluran zakat bermacam pendapatan mengalami peningkatan.!3

12 Wahbah Al-Zuhayly, Zakat Kajian Berbagai Mazhab, terj. Agus
Effendi dan Bahruddin Fananny, Cet. V, (Bandung: Remaja Rosdakarya,
2000),hIm. 86-87.

13 M. Arif Mufraini, Akuntansi dan Manajemen Zakat:
Mengkomunikasikan Kesadaran dan Menimbang Jaringan, Cet. (Jakarta:
Kencana, 2012), hlm. 226.
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Hal ini dimungkinkan karena zakat tersebut selain memberikan
dampak kepada penerima (mustahik zakat), juga memberikan
dampak pada meningkatkan aktivitas pasar (disalurkan dalam
bentuk konsumtif) dan membuka peluang kerja bagi penganguran

(disalurkan dalam bentuk produktif).14

B. Pengembangan Objek Zakat

Pengembangan objek zakat yang dimaksud di sini ialah
perluasan makna dari harta yang wajib dizakati. Hal ini ditujukan
untuk meningkatkan hasil pengumpulan zakat dalam rangka
memberikan manfaat lebih besar bagi kesejahteraan mustahiq zakat.
Menurut Munzer Kahf, jika ingin menutupi kebutuhan masyarakat
miskin, maka objek zakat harus diperluas tidak hanya pada
kekayaan, (seperti produk pertanian, emas dan perak, dan binatan
ternak), tetapi juga harus mencakup pendapatan. Pendapatan yang
dimaksud di sini ialah pendapatan yang melebihi kebutuhan untuk
membeli barang-barang konsumsi (jargon), seperti tempat tinggal,
furnuture, peralatan, transportasi dan lain sebagainya, yang semua
itu dalam batas kebiasaan.!> Berdasarkan pandangan Kafh tersebut,
maka jenis-jenis harta yang wajib dikeluarkan zakatnya dapat

digambarkan dalam tabel berikut:1¢

14 Wardi A. Wahab, Peran Kelembagaan Amil Zakat pada Periode Awal,
hlm.81.

15 Munzer Kahf, “Potential Effects of Zakat on Government Budget”,
ITUM Journal of Economic and Management 5, Nomor 1 (1997): 67-85, hlm. 67.

16 Kementerian Agama Republik Indonesia, Buku Saku Menghitung
Zakat, Publikasi Direktorat Pemberdayaan Zakat Tahun 2013, hlm. 11-15.
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Tabel 1.1

Objek Zakat
No | Jenis Objek Zakat Nisab Jumlah Zakat
1 | Zakat Tanaman yang | 653 Kg Menurut | 10% untuk
sifatnya Yusuf Qardhawi | Tanaman tanpa
mengenyangkan dan 900 Kg | Irigasi dan 5 %

menurut Komite | untuk tanaman
Fatwa dan | dengan  sistem

Penelitian  Islam | irigasi

Saudi Arabia
2 | Zakat Binatang | Nisabnya Jumlah yang
Ternak: Unta, Kerbau, | mengkikuti dizakati

Lembu, dan Kambing | ketentuan masing- | mengikuti
masing binatang | ketentuan  figh
ternak dan telah | yang telah ada.

mencapai satu 1

3 Zakat emas dan perak | 85 Gram untuk | 2,5%
Emas dan 672

Gram untuk Perak

4 | Zakat perniagaan

5 Zakat Hasil | 85 Gram dinilai | 2,5%

Pertambangan dari nisab emas

5 | Zakat pendapat gaji
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6 | Zakat uang simpanan | 85 Gram Emas 2,5

7 Zakat harta saham Nisab zakat | 2,5% dari objek

perniagaan zakat

Berdasarkan tujuh sumber zakat di atas, maka diharapkan
jumlah pengumpulan zakat dapat lebih banyak dan mampu
memberikan efek bagi kesejahteraan masyarakat khususnya
mustahik zakat, sehingga kesenjangan sosial di antara masyarakat
semakin dapat diminimalisir guna menghindari berbagai
permasalahan sosial atau kecemburuan sosial yang mengakibatkan
pada tingkat kriminalitas dalam suatu daerah. Besarnya harapan atas
zakat tersebut, seharusnya pihak pemerintah memberi perhatian
lebih terhadap zakat dengan cara mengeluarkan regulasi yang dapat
menjadi kepastian hukum bagi muzakki berupa sanksi yang harus
ditanggungnya akibat melalaikan kewajiban membayar zakat. Akan
tetapi, dewasa ini khususnya Indonesia belum ada kepastian hukum
bagi muzakki, sehingga zakat dibayarkan bersifat suka rela oleh
muzakki. Padahal melihat potensi Indonesia yang didominasi oleh
muslim, maka sangat potensial jika zakat dijadikan sebagai salah satu

instrumen pemerataan ekonomi di Indonesia.

C. Manajemen Zakat Kontemporer
Manajemen zakat ialah kegiatan perencanaan,
pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan terhadap

pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.!” Seluruh

17 Departemen Agama RI Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat
Islam Direktorat Pemberdayaan Zakat, Standarisasi Manajemen Zakat,
(Jakarta: tnp, 2007), hlm. 50.
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kegiatan dilaksanakan secara berkesinambungan untuk mencapai
pengelolaan zakat yang optimal. Secara praktis, praktik manajemen
zakat yang terdiri dari penghimpunan, pendayagunaan dan
pendistribusian zakat dapat uraikan sebagai berikut:

1. Penghimpunan zakat adalah suatu program yang dijalankan
oleh “amil zakat untuk menghimpun dana zakat dari muzakki,
baik itu berasal dari perorongan maupun perusahaan atau
organisasi.

2. Pendayagunaan zakat adalah suatu kegiatan mengembangkan
jumlah  zakat yang telah dihimpun dengan cara
menginvestasikannya atau memberikan zakat dalam bentuk
modal kerja kepada muzakki untuk memberikan hasil lebih
pada harta zakat berupa keuntungan yang dapat disalurkan
kepada muzakki.

3. Pendistribusian zakat ialah kegiatan menyalurkan zakat kepada
mustahik zakat yakni asnaf delapan yang telah disebutkan
pada penjelesan sebelumnya.

Mencermati manajemen zakat di atas, saat ini telah
berkembang dua model pengembangan zakat di negara-negara yang
mayoritasnya Muslim. Pertama, zakat dikelola oleh departemen
pemerintah, di mana penghimpunan dan pendistribusiannya
dilakukan ditetapkan melalui kebijakan pemerintah dengan
pertimbangan kebutuhan masyarakat. Sementara model kedua, zakat
dikelola oleh lembaga non-Pemerintah (masyarakat sipil) atau semi

pemerintah, namun tetap mengacu pada aturan yang telah
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ditetapkan oleh pemerintah.’® Untuk lebih jelas, berikut disajikan

model pengelolaan zakat di beberapa negara mayoritas

penduduknya Islam:!®

1. Pengelolaan Zakat di Sudan

Zakat di Sudan dikelola oleh Dewan Zakat (zakat chamber).
Dewan Zakat ini merupakan lembaga yang independen
dengan otoritasnya melakukan semua tindakan yang
diperlukan guna melaksanakan kewajiban zakat dan
mengumpulkannya. Selain itu juga bertanggung jawab untuk
distribusi zakat kepada penerima manfaat yang berhak sesuai
syariah dan dengan tujuan mewujudkan tujuan sosial zakat.
Dewan ini juga bertanggung jawab untuk menciptakan
kesadaran masyarakat tentang organisasi pengelola zakat.
Secara struktural, Dewan Zakat melaksanakan fungsinya di
bawah pengawasan Dewan Amanat Pengawas Zakat, yang
merupakan otoritas tertinggi di mana Dewan Zakat langsung
bertanggung jawab kepada Presiden di bawah pimpinan
Direktorat Jenderal (Dirjen) serta dalam melaksanakan
kegiatannya, Dewan Zakat berhubungan langsung dengan
Kementerian Sosial.

2. Pengelolaan zakat di Pakistan

18 Amiruddin K., “Model-Model Pengelolaan Zakat di Dunia
Muslim”, Ahkam, Volume 3, Nomor. 1, Juli 2014, Page 139-166, diakses
melalui ejournal.iain-
tulungagung.ac.id/index.php/ahkamy/article/download/418/349, diakses 28
September 2017.

19 Bank Indonesia, Pengelolaan Zakat yang Efektif Konsep dan Praktik di
Beberapa Negara, Edisi I, (Jakarta: Departemen Ekonomi dan Keuangan
Syariah, 2016), hlm. 181-207.
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Pengelolaan zakat di Pakistan bersifat sentralistik artinya
zakat dikelola secara sentralistik dengan hirarki Dewan Zakat
Pusat (Central Zakat Council), Dewan Zakat Provinsi
(Provincial Zakat Council), Komite Zakat Kabupaten, Komite
Zakat Kecamatan, dan Komite Zakat Lokal. Dewan Zakat
Pusat atau Central Zakat Fund (CZF) dipimpin secara kolektif
oleh 16 orang anggota yang salah satunya adalah Hakim
Agung Pakistan. Selanjutnya, anggota dari CZF juga
melingkupi unsur masyarakat yang tugas utamanya adalah
melakukan pengawasan dan membuat kebijakan tentang
penyaluran dana zakat. Sementara Dewan Zakat Provinsi
bertugas mengawasi pengelolaan zakat di tingkat kabupaten,
kecamatan, dan pedesaan/perkotaan serta mendistribusikan
dana zakat ke Komite Zakat Lokal melalui Komite Zakat
Kecamatan yang terdiri dari ketua dengan enam anggota
yang bekerja secara sukarela. Komite Zakat Lokal ini
keanggotannya bersifat non-official dan dipilih oleh Komite
Zakat Kabupaten. Mereka yang bekerja secara sukarela,
mempunyai tanggung jawab di dalam mengidentifikasi dan
memverifikasi mustahik yang layak mendapat dana zakat.
Setelah itu, baru mereka mencairkan dana zakat kepada para
mustahik.

Pengelolaan Zakat di Saudi Arabia

Kewenanang penghimpunan zakat di Saudi Arabia dilakukan
oleh Menteri Keuangan dan Perekonomian Nasional, mulai
dari aspek  kebijakan  hingga teknis pelaksanaan
penghimpunan. Penghimpunan zakat ini telah dilakukan
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dengan sistem online yang telah didukung oleh Information
and Communication Technology (ICT). Sementara,
kewenangan penyaluran zakat, tidak lagi dipegang oleh
Kementerian Keuangan dan Perekonomian, tetapi diserahkan
kepada Departemen Sosial dan Ketenagakerjaan, terutama di
bawah Departemen Sosial. Perkembangan selanjutnya,
kementerian Keuangan dan Perekonomian mengembangkan
infrastruktur zakatnya dengan membuka kantor-kantor
cabang di berbagai kota seperti Jazan, Najran, Arar, dan Al-
Jouf. Tidak hanya itu, Arab Saudi juga telah menandatangani
31 perjanjian dengan negara-negara asing untuk upaya
menghindari pajak berganda. Setelah berhasil membukukan
penerimaan zakat dan pajak yang tinggi, kementerian yang
menghimpun dana zakat dan pajak ini mentransfer dana
tersebut ke rekening milik Badan Moneter Harian Arab Saudi
untuk kemudian didistribusikan kepada yang
membutuhkannya.

Pengelolaan Zakat di Mesir

Pengelolaan zakat di Mesir dijalankan oleh Bank Sosial Nasir.
Bank ini merupakan lembaga milik pemerintah yang
bertanggungjawab membuat proyek-proyek kesejahteraan
sosial. Sejak berdirinya, Bank Nasir telah mengambil langkah-
langkah konkrit dalam mengorganisir pengumpulan dan
distribusi zakat di seluruh negri. Bank mendirikan pusat
direktorat zakat di kantor pusatnya. Direktorat ini memiliki
aksesibilitas untuk semua cabang bank. Melalui kegiatan di
berbagai wilayah negara, direktorat ini telah mampu
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membentuk dan mengafiliasi ribuan komite zakat lokal.
Selain Bank Sosial Nasir, Mesir Faisal Islamic Bank telah
membentuk dana zakat sendiri. Sumber daya ini terdiri dari
dana zakat yang dinilai dari modal dan keuntungan
pemegang saham sebagaimana disyaratkan oleh peraturan
Bank. Zakat dibayarkan secara sukarela oleh pemilik deposito
investasi dan setiap sumbangan lainnya dan zakat yang
diberikan oleh pihak manapun. Dana zakat dari Mesir Faisal
Islamic Bank ini telah tumbuh melampaui batas dana
individu yang berafiliasi dengan perusahaan, karena daya
akses bank ini untuk sejumlah besar investasi dan banyaknya
cabang di berbagai daerah.

Pengelolaan Zakat di Malaysia

Kewenangan penghimpunan dana =zakat di Malaysia
diberikan kepada perusahaan Pusat Pungutan Zakat (PPZ).
Secara struktural, PPZ berada di bawah koordinasi Majlis
Agama Islam Wilayah Persekutuan (MAIWP) yang juga
memiliki lembaga lain yang bertugas secara khusus
menyalurkan dana zakat ialah Baitul Maal. Berdasarkan dua
lembaga yang terlibat dalam pengelolaan zakat tersebut,
maka secara umum lembaga zakat di Malaysia dapat
dibedakan menjadi tiga jenis yakni korporasi, semi korporasi,
dan badan wusaha milik negara. Penghimpunan dan
penyaluran zakat yang dilakukan oleh korporasi atau PPZ
berada di Selangor, Serawak, dan Pulau Pinang. Sementara
yang dilakukan oleh semi korporasi (penghimpunan zakat
oleh PPZ, tapi penyalurannya oleh MAI (Baitul Maal) berada
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di Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, dan Pahang. Sedangkan

yang dilakukan oleh badan usaha milik negara,
penghimpunan dan penyaluran zakatnya dilakukan oleh MAI
(pemerintah) atau Baitul Maal di tujuh daerah bagian sisanya.
Berdasarkan empat negara yang menjadi model pengelolan
zakat di dunia, dapat disimpulkan bahwa Sudan, Pakistan dan Saudi
Arabia merupakan negara yang pengelolaan zakatnya diambil alih
sepenuhnya oleh pemerintah. Sementara Mesir dan Malaysia
termasuk Indonesia di dalamnya, zakat dikelola oleh semi
pemerintahan yakni zakat dibenarkan untuk dikelola oleh Swasta

disamping Pemerintah juga ikut mengelolannya.

D. Peran Zakat dalam Meningkatkan Kesejahteraan Sosial
Kesejahteraan sosial dikenal dengan istilah social welfare yaitu
sebuah sistem yang terorganisir dari usaha-usaha dan lembaga-
lembaga sosial yang ditujukan untuk membantu individu maupun
kelompok dalam mencapai standart hidup dan kesehatan yang
memuaskan serta untuk mencapai relasi perseorangan dan sosial
yang dapat memungkinkan mereka mengembangkan kemampuan -
kemampuannya secara penuh untuk mempertinggi kesejahteraan
mereka selaras dengan kebutuhan-kebutuhan keluarga dan
masyarakat? Menilai dari pengertian di samping, maka
kesejahteraan sosial dapat diwujudkan melalui sistem yang
terorganisasi dan lembaga sosial yang mempunyai wewenang dan

kegiatan yang terpogram dalam rangka meningkatkan standar hidup

20 Lemdriyono Fauzik, Beberapa Pemikiran tentang Pembangunan
Kesejahteraan Sosial, (Malang: UMM Press, 2007), him.119.
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meliputi pemenuhan kebutuhan akan sandang, pangan, kesehatan,
pendidikan dan lainnya. Edi Suharto menambahkan, bahwa
kesejahteraan akan tercipta jika terpenuhi tiga berikut ini:2!

1. Kondisi statis atau keadaan sejahtera yang ditandai dengan
terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan jasmaniah, rohaniah, dan
sosial.

2. Kondisi dinamis, yakni tersedianya usaha atau kegiatan yang
terorganisir untuk mencapai kondisi statis tersebut;

3. Adanya institusi atau bidang kegiatan yang melibatkan
lembaga kesejahteraan sosial.

Jika melihat dari pandangan Islam, kesejahteraan sosial dalam
Islam memiliki dua aspek penting yang harus dipenuhi yakni
kebutuhan material dan spritual, dalam hal ini Al-Ghazali
menyebutkan bahwa kesejahteraan sosial akan terpenuhi di saat
mampu mencapai tujuan dari syari'at Islam, yakni agama (ad-dien),
hidup atau jiwa (nafs), keluarga atau keturunan (nasl), harta atau
kekayaan (mal) dan intelektual atau akal (agl).22 Kunci pemeliharaan
kelima tujuan tersebut ialah dengan menjamin terpenuhinya
kebutuhan akan makanan, pakaian, dan perumahan.? Lebih lanjut
bila menilai dari instrumen sosial yang ada dalam Islam yaitu zakat,
infaq, shadagah, waqgaf dan hibah, maka secara konsep Islam
memiliki sarana pencapaian kesejahteraan sosial. Salah satu sarana

sosial tersebut, zakat dianggap sebagai sarana paling berpotensi

21 Edi Suharto, Analisis Kebijakan Publik, (Bandung: Alvabeta, 2006),
hlm. 34.

22 Dikutip Boedi Abdullah, Peradaban Pemikiran Ekonomi Islam, Cet. 1,
(Bandung: Pustaka Setia, 2010), hIm. 216.

23 Ibid, hlm. 217
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mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Hal ini disebabkan zakat
memiliki jaminan sosial karena zakat mampu memberikan jaminan
kehidupan seseorang dan melindungi martabat kemanusian dari
serba kekurangan.2

Menurut Qardhawi, zakat dapat menjadi solusi dari berbagai
permasalahan sosial yakni solusi masalah penganguran, solusi
kemiskinan, solusi terlilit hutang, solusi keterpurukan ekononomi
dan solusi untuk tidak menahan harta. Selain itu, Zuhdi juga
menjelaskan bahwa zakat memang menjadi sumber dana tetap yang
cukup potensil untuk menunjang suksesnya pembangunan nasional,
terutama di bidang agama dan ekonomi, terutama untuk membantu

peningkatan pendapatan dan kesejahteraan masyarakat. 25

E. Potensi Zakat bagi Peningkatan Kesejahteraan Sosial
Masyarakat di Aceh
Secara lembaga, Aceh telah memiliki infrastruktur yang sangat
memadai dalam pengelolaan zakat yakni telah terbentuknya Baitul
Mal sebagai lembaga independen serta bekerja sama dengan
pemerintah untuk membangun perekonomian rakyat Aceh. Lembaga
Baitul Mal di Aceh telah diatur tugas dan wewenangnya dalam

Qanun No. 10 tahun 2018. Adapun wewenang yang diberikan

2 Zainuddin, Kesejahteraan Sosial Melalui Zakat: Studi tentang Realisasi
UU Zakat Nomor 23 Tahun 2011, Jurnal Publikasi WELFARE, Jurnal Ilmu
Kesejahteraan Sosial, Vol. 1, Nomor 1, Januari-Juni 2012, him. 11,
http://digilib.uin-suka.ac.id, diakses 8 Oktober 2017.

2 Ibid, hlm, 11,
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kepada Baitul Maal sebagaimana diamanatkan oleh Qanun No. 10
tahun 2018 ialah:2¢

1. Mengurus dan mengelola zakat, wakaf, dan harta agama;

2. Melakukan pengumpulan, penyaluran dan pendayagunaan
zakat;

3. Melakukan sosialisasi zakat, wakaf dan harta agama lainnya;

4. Menjadi wali terhadap anak yang tidak mempunyai lagi wali
nasab, wali pengawas terhadap wali nashab, dan wali
pengampu terhadap orang dewasa yang tidak cakap
melakukan perbuatan hukum;

5. Menjadi pengelola terhadap harta yang tidak diketahui
pemilik atau ahli warisnya berdasarkan putusan Mahkamah
Syari’ah; dan

6. Membuat perjanjian kerjasama dengan pihak ketiga untuk
meningkatkan pemberdayaan ekonomi umat berdasarkan
prinsip saling menguntungkan

Menilai kewenangan penuh yang diterima oleh Baitul Maal di
atas, semestinya dapat zakat dapat menjadi instrumen pengentas
kemiskinan dan pengurang dari pengangguran. Akan tetapi, angka
kemiskinan di Aceh periode 2016 tercatat 16,43% dari total
penduduknya atau 841,33 ribu jiwa, sementara pengangguran

mencapai 7,57% atau 171 Jiwa.ZZ Kenyataan tentunya

26Pemerintahan Aceh, Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Maal,
http:/ /www.bphn.go.id/data/documents/07pdaceh010.pdf, diakses 01
Oktober 2017.

27 Badan Pusat Statistik Provinsi Aceh, Statistik Daerah Provinsi Aceh
2017, https:/ /aceh.bps.go.id/asem/pdf_publikasi/Statistik-Daerah-
Provinsi-Aceh-2017.pdf, diakse 01 Oktober 2017.
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memperlihatkan sistem pengelolaan zakat di Baitul Mal Aceh belum
optimal. Menurut Al-Arif, ada beberapa penyebab belum optimalnya
pengaruh zakat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat
yakni sebagian besar PBD Indonesia merupakan sumbangsih dari
penduduk non-Muslim, rendahnya kesadaran membayar zakat,
pengelolaan zakat masih dilakukan secara tradisional oleh beberada
daerah, masih menerapkan sistem penghimpunan zakat tunggu bola,
dan pemahaman fiqgih amil zakat masih tekstual.2

Seharusnya dengan adanya lembaga independen, zakat dapat
memberikan jaminan bagi kesejahteraan masyarakat sebagaimana
disebutkan oleh Munzer Kafh bila zakat telah dikelola oleh
pemerintah dengan mendirikan lembaga independen seperti Baitul
Mal pada masa Rasulullah dan sahabat, maka lembaga ini
dimungkinkan untuk menjaga pelaksanaan hukum syariat dalam hal
ini pelaksanaan zakat serta memungkinkan untuk memaksa bagi
orang-orang yang santai dalam membayar zakat. Selain itu,
pengumpulan zakat oleh lembaga pemerintah juga memudahkan
pemerintah mengawasi penyaluran zakat, sehingga tujuan zakat
untuk mengurangi kemiskinan dapat diwujudkan.?? Kelebihan
lainnya dari pendirian lembaga independen ini ialah pemerintah
dapat mengatur metode dan pendekatan penghimpunan zakat yang
sesuai dengan waktu, kondisi dan wilayah tersebut. Selain itu,
pemerintah juga dapat menentukan metode dan pendekatan

penyaluran zakat yang efektif untuk memenuhi kebutuhan

28 M.Nur Rianto Al-Arif, Teori Makro Ekonomi Islam, Cet. 1, (Bandung;:
Alvabeta, 2010), hlm. 276-278.
29 Munzer Kahf, Potential ..., hlm. 71-73.
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masyarakat miskin, baik itu dilakukan secara tunai maupun
penyaluran barang konsumsi, produksi atau dalam bentuk modal.?
Hal ini hanya dimungkinkan bila antara pemerintah dan Baitul Mal
dapat bekerja sama dalam menyusun program penghipunan dan
penyaluran zakat.

Selanjutnya, pengelolaan zakat oleh lembaga Baitul Maal juga
bisa menekan biaya mengelolaan zakat tidak melebihi dari 1/8 hasil
pengumpulan zakat dalam semua kondisi, sehingga penyaluran
zakat dapat dioptimalkan untuk masyarakat miskin. Hal ini hanya
dapat dilakukan bila zakat dikelola oleh pemerintah karena
pengelolaan oleh swasta bisa menghabiskan biaya lebih dari dari 1/8
disebabkan sumber pendapatan mereka hanya dari zakat. Lain
halnya dengan pengelolaan oleh pemerintah, biaya administrasi bisa
ditutupi oleh anggaran pemerintah.3? Kahf menambahkan, zakat
pada dasarnya memiliki dua efek penting bagi perekonomian yaitu:

1. Efek langsung
Penerapan zakat dapat menghemat anggaran pemerintah
yang ditujukan bagi pendidikan, kesehatan, dan dana sosial
lainnya untuk masyarakat miskin, di mana anggaran tersebut
telah tertutupi dengan dana zakat.

2. Efek tidak langsung
Efek tidak langsung pada zakat sangat beragam, di antaranya
meningkatkan produktivitas, meningkatkan kemampuan
dikenakan  pajak, peningkatkan agregrat konsumsi,

peningkatan agregrat investasi, peningkatan lapangan kerja

30 Ibid
31 Munzer Kahf, Potential ..., hlm. 71-73.
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dan zakat

juga

dapat

dijadikan

sebagai

instrumen

pemerintah. Semua efek tidak langsung ini, sebenarnya saling

terkait satu sama lain. Dengan demikian, efek tersebut dapat

digambarkan sebagai berikut:

Penerapan Zakat Melalui
Lembaga Pemerintah

A 4

Meningkatkan konsumsi
agregrat baik pada produk
jasa (pendidikan dan
kesehatan) dan barang
(makanan bergizi dll)

Meningkatkan
produktivitas kerja
akibat peningkatan
kesehatan dan keahlian

~

J

Investasi perusahaan
meningkat akibat

permintaan terhadap

[
»

Penyerapan tenaga
kerja oleh lembaga
zakat

Zakat dapat dijadikan
instrumen pemerintah
dalam mengontrol
perekokonomian

Peningakatan
Laba
Perusahaan

Lproduk meningkat

peningkatan investasi

Peningakatan
lapangan kerja akibat

N
Peningkatan
Pembebanan Pajak
J
\ 4
, )
Peningkatan
Anggaran
Pemerintah
/
\ 4
Pertumbuhan
Ekonomi

Melihat gambar di atas, efek zakat pada anggaran pemerintah

tidak hanya dari efek langsung tetapi juga efek tidak langsung.

Dengan demikian, zakat sebagai kewajiban agama mempunyai
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potensi sangat besar bagi peningkatan perokonomian negara. Al-
Mishri menambahkan bahwa zakat dapat menjadi instrumen
perputaran harta dalam masyarakat, di mana dampak perputaran
tersebut tidak hanya dirasakan oleh mustahik zakat tetapi juga
disributar dan produsen. Selain itu, zakat juga dapat mengurangi
penyimpan harta dan pemusatan kekayaan pada sekelompok
masyarakat karena dengan pengeluar zakat, sehingga pertumbuhan
ekonomi akan tercapai dengan sendiri.?? Adapun dampak perputaran

tersebut dapat digambarkan dalam skema berikut ini:

Dampak Pembayaran Zakat

v A\ 4

Pembayaran Zakat oleh Penerimana Zakat
Muzakki oleh Muzakki

\ Efek:

Efek: Meningkatka}n konsums'i terhadap
komoditas di pasar, sehingga
produsen juga akan meningkatkan

1. Menghindari penganguran atas

harta (idle); . ‘
supply untuk mengimbangi
2. Menghindari penumpukan permintaan tersebut. Pada akhirnya
harta pada sekelopok orang; investasi juga akan ikut meningkat
3. Perputaran harta dalam disebabkan kebutuhan modal
masyarakat akan dinamis. produsen untuk meningkatkan

produksi barang. Selain itu,
kebutuhan akan tenaga kerja juga
akan meningkat karena mengikuti
permintaan atas komoditas yang
semikin meningkat.

32 Abdul Sami’” Al-Mishri, Pilar-pilar Ekonomi Islam, Cet. 1,
(Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 130-131.
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F. Sistem Akuntabilitas Zakat Menurut PSAK No. 109

Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2011, zakat adalah
pranata keagamaan yang bertujuan meningkatkan keadhlan dan
kesejahteraan masyarakat. Guna mencapai tujuan tersebut, maka
zakat harus dikelala sesuai dengan syariat Islam dan amanah serta
memenuhi azas kemanfaatan keadilan, kepastian hukum,
terintegrasi, dan akuntabilitas, sehingga dapat meningkatkan
efektivitas dan efesiensi pelayanan dalam pengelolaan zakat.
Berdirinya Baitul Mal di Aceh, memberikan peluang besar bagi
pengembangan daya guna zakat secara kelembagaan.
Konsekuensinya, apabila zakat dikelola secara institusional maka
dibutuhkan suatu format laporan keuangan yang berlaku umum dan
diterima oleh seluruh lapisan masyarakat.

Hadirnya Pedoman Standar Akuntansi (PSAK) No. 109 pada
tahun 2009 menjadikan lembaga zakat sebagai salah satu lembaga
yang komperhensif pengaturannya mulai dari pengukuhan dalam
Undang-undang, Peraturan Pemerintah serta Standar Akuntansi
yang tersusun sistematis. Standar ini mengatur pelaporan pada
lembaga zakat di Indonesia mulai dari pengakuan, pengukuran,
penyajian, dan pengungkapan transaksi zakat dan infak/sedekah.
Adapun sistematika pengakuan, pengukuran, penyajian dan
pengungkapan dana zakat dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Pengakuan Awal

a. Penerimaan dana zakat diakui pada saat kas atau aset

lainnya diterima;

b. Zakat yang diterima dari muzakki diakui sebagai

penambah dana zakat:
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1) Jika dalam bentuk kas maka sebesar jumlah yang
diterima;

2) Jika dalam bentuk nonkas maka sebesar nilai wajar
aset nonkas tersebut;

C. Penentuan nilai wajar aset nonkas yang diterima
mengunakan harga pasar. Jika harga pasar tidak tersedia,
maka dapat menggunakan metode penentuan nilai wajar
lainnya sesuai yang diatur dalam PSAK yang relevan.

d. Zakat yang diterima diakui sebagai dana amil untuk
bagian amil dan dana zakat untuk bagian non amil;

e. Penentuan jumlah atau persentase bagian untuk masing-
masing mustahiq ditentukan oleh amil sesuai dengan
prinsip syariah dan kebijakan amil;

f. Jika muzakki menentukan mustahiq yang harus menerima
penyaluran zakat melalui amil zakat maka aset zakat yang
diterima seluruhnya diakui sebagai dana zakat. Jika atas
jasa tersebut amil mendapatkan ujrah/fee maka diakui

sebagai penambah dana amil.

2. Pengukuran Dana Zakat
a. Jika ada penurunan nilai aset nonkas, jumlah kerugian
yang ditanggung harus diperlakukan sebagai pengurang
dana zakat atau pengurang dana amil tergantung dari
sebab terjadinya kerugian tersebut;
b. Penurunan nilai aset diakui sebagai:
1) Pengurang dana zakat, jika terjadinya tidak
disebabkan oleh kelalaian amil;
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2)

Kerugian dan pengurang dana amil, jika disebabkan

oleh kelalaian amil.

Penyaluran Zakat

a.

Zakat yang disalurkan kepada mustahiq diakui sebagai

pengurang dana zakat sebesar:

1) Jumlah yang diserahkan, jika dalam bentuk kas;

2) Jumlah yang tercatat, jika dalam bentuk nonkas.

Penyajian Dana Zakat

Amil menyajikan dana zakat, dana infak/sedekah, dana amil,

dan dana non halal secara terpisah dalam neraca.

Pengungkapan Dana Zakat

a.

Amil harus mengungkapkan hal-hal berikut terkait

ketentuan dengan transaksi zakat, tetapi tidak terbatas

pada:

)

2)

Kebijakan penyaluran zakat, seperti penentuan skala
prioritas penyaluran dan penerima;

Kebijakan pembagian antara dana amil dan dana non
amil atas penerimaan zakat, seperti persentase
pembagian, alasan dan konsistensi kebijakan;

Metode penentuan nilai wajar yang digunakan untuk
penerimaan zakat berupa aset nonkas;

Hubungan istemewa antara amil dan mustahiq yang
meliputi;

a) Sifat hubungan istemewa;
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b) Jumlah dan jenis aset yang disalurkan;
c) Persentase dari aset yang disalurkan tersebut dari

total penyaluran selama periode.

G. Kajian Terdahulu

Penelitian tentang Akuntabilitas Pengelolaan Zakat pada
Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara sejauh ini secara khusus memang
belum dilakukan. Namun secara tidak langsung penelitian terkait
telah penulis lakukan sendiri pada tahun 2015 yaitu berkenaan
pengelolaan zakat Sebagai PAD di Baitul Mal Aceh, dalam sistem
tata kelola keuangan negara. Penekanan dalam penelitian ini antara
lain berkenaan dengan “konflik regulasi antara peraturan zakat
daerah, undang-undang zakat mnasional dan undang-undang
keuangan Negara” dan Baitul Mal sebagai badan pelaksana berada
dalam pusaran konflik tersebut.

Penelitian yang berhubungan dengan ini telah pernah
dilakukan dalam bentuk Tesis tahun 2004 pada PPS IAIN Ar-Raniry,
oleh Marzi Afriko. Kajiannya adalah “Zakat dan Pajak Daerah
Sebagai Pendapatan Asli Daerah Propinsi Nanggroe Aceh
Darussalam (Suatu analisis terhadap pengelolaan zakat dan pajak di
Kota Banda Aceh). Paparan dalam penelitian Marzi Afriko adalah
tentang keadaan potensi zakat dan pajak daerah kota Banda Aceh,
sebagai cerminan fungsi zakat dan pajak daerah untuk menjadi PAD
di Propinsi Aceh.

Kajian lain adalah Tesis dari Abdul Halimin, dengan judul
“Analisis Faktor-faktor yang mempengaruhi Potensi Zakat sebagai
PAD Propinsi Aceh, pada program PPS-IESP Unsyiah, tahun 2002.
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Pembahasan penelitian ini ditekankan kepada beberapa faktor yang
mempengaruhi peningkatan potensi zakat sebagai PAD, seperti
jumlah lembaga Bazis, jumlah PNS, jumlah masyarakat yang
beragama Islam dan jumlah industry perdagangan besar di Aceh.

Demikian juga dengan kajian Amrullah dalam bukunya
yang berjudul menggagas Ulang Baitul Mal Aceh, tahun 2012,
Amrullah memaparkan jika pengertian zakat difahami sebagai PAD
maka akan ada sejumlah pertentangan antara lain: pertama,
Pemungutan zakat bukan berdasarkan Peraturan Daerah (Qanun)
tetapi berdasarkan ketentuan Syariah (Al-Quran dan Al-Hadits).
Kedua, Zakat tidak dapat dimanfaatkan untuk membiayai tugas-
tugas Pemerintahan dan Pembangunan, tetapi sudah diarahkan
kepada 8 asnaf mustahik. Ketiga, Penyaluran zakat tidak perlu harus
menunggu pengesahan APBD, tetapi harus segera disalurkan
sesudah zakat terkumpul. Jumlah zakat yang disalurkan harus sama
dengan jumlah yang diterima dan tidak terikat kepada plafond yang
ditetapkan dalam APBD. Keempat, Pengeluaran zakat dalam APBD
dikelompokkan dalam belanja langsung yang jumlahnya relatif besar,
sehingga harus dipenuhi berbagai persyaratan terlebih dahulu
seperti pelelangan, pemilihan rekanan serta persyaratan administrasi
lainnya yang berlaku.

Penelitian yang serupa juga dilakukan oleh Wilda Agustia
(2017) yang menunjukkan hasil bahwa problematika pengelolaan
zakat sebagai Pendapatan Asli Daerah di Baitul Mal Aceh adalah
dalam mekanisme pencairan dana zakat yang telah dimasukkan ke
dalam Pendapatan Asli Daerah harus mengikuti aturan keuangan
daerah dan disamakan dengan Pendapatan Asli Daerah lainnya,
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pada penyaluran dana zakat Baitul Mal Aceh harus menunggu
pengesahan Anggaran Pendapatan Belanja Aceh sedangkan
mustahiq secara terus menerus memerlukan bantuan dana zakat,
jumlah zakat yang disalurkan tidak harus sama dengan jumlah yang
diterima karena wajib terikat dengan platform yang ditetapkan dalam
Anggaran Pendapatan Belanja Aceh, Dalam hal pengadaan barang
dan jasa pada program zakat produktif yang dilakukan oleh Baitu
Mal masih menuai kontroversi karena harus mengikuti mekanisme
pengadaan barang dan jasa sehingga Baitul Mal Aceh mengalami
kesulitan dalam merealisasikan program tersebut. Dari berbagai
permasalahan yang timbul dalam pengelolaan zakat sebagai
Pendapatan Asli Daerah tersebut jika ditinjau dari magasid asy-
syari’ah maka dapat disimpulkan bahwa pengelolaan zakat yang
dilakukan oleh Baitul Mal Aceh lebih banyak menimbulkan
problematika yang dapat membahayakan jiwa mustahiq zakat,
karena mustahiq zakat khusunya fakir dan miskin adalah pihak yang
paling merasakan efek dari peraturan tentang zakat yang dijadikan
Pendapatan Asli Daerah, ketika Baitul Mal Aceh mengalami kendala
dalam pencairan dana zakat dari Kas Umum Aceh yang berimbas
pada terkendalanya proses penyaluran zakat kepada mustahiq,
sedangkan mustahiq memerlukan dana =zakat tersebut untuk
bertahan hidup dan tidak boleh terjadi keterlambatan penyaluran
dana zakat, apabila terjadi keterlambatan maka akan mengancam
kehidupan (jiwa) mustahiq. Hal tersebut telah mengakibatkan
pemeliharaan jiwa mustahiq terabaikan. Hal ini tentu berbeda
dengan tujuan yang ingin dicapai oleh syariat zakat yaitu menjamin
terpenuhinya kebutuhan mustahik guna untuk menyelamatkan jiwa
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manusia (hifzu an-nafs) yang merupakan salah satu dari tujuan
magqasid asy-syari’ah.

Penelitian terkait zakat sebagai PAD juga dilakukan oleh
Ristyana Tri Hastuti (2018) yang menyebutkan bahwa pengelolaan
zakat oleh Baitul Mal Aceh mengalami kesulitan dalam proses
pengelolaan, pengeluaran dan penyaluran zakat karena dana zakat
baru dapat disalurkan setelah APBA disahkan oleh Dewan
Perwakilan Rakyat Aceh bersama - sama dengan Gubernur, sehingga
dana zakat harus mengikuti mekanisme APBA dimana jumlah
penerimaan dan pengeluaran anggaran diatur  relatif ketat, jadi
pengesahan APBA menjadi sebuah pegangan dan tidak dapat
dirubah kecuali melalui revisi anggaran, oleh karena itu ini
menyebabkan apabila dana zakat yang diperoleh lebih besar
daripada dana zakat yang direncanakan maka dana zakat tidak
dapat disalurkan dan akan menjadi SILPA pada tahun anggaran
selanjutnya.

Berdasarkan kajian leterature review tersebut tidak ditemukan
adanya penelitian secara khusus yang mambahas persepsi
masyarakat Aceh terhadap pengelolaan zakat sebagai PAD
khususnya terkait dengan pertentangan pemahaman masyarakat dan
pemerintah yang selama ini telah menjadi isu yang sangat serius
yang memerlukan kepada adanya jalan keluar dan titik temu yang

bijak dan komprehensif.
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BAB III
METODE DAN DESAIN PENELITIAN

A. Waktu dan Lokasi Penelitian

Rentang waktu yang dibutuhkan untuk menyelesaikan
seluruh proses penelitian ialah enam bulan terhitung mulai dari awal
Februari sampai dengan Juli 2019. Dalam jangka waktu tersebut,
peneliti akan melaksanakan beberapa tahap berikut ini:

1. Tahap persiapan merupakan tahap awal penyusunan
rancangan penelitian mulai dari penentuan masalah
penelitian, sumber informan, dana yang dibutuhkan dan
pengajuan ke Litapdimas. Tahap ini telah dilaksanakan pada
awal Februari hingga 27 Februari.

2. Tahap persiapan ditandai dengan penyusunan daftar
wawancara serta konfirmasi dengan informan yang dituju
yakni Baitul Mal Kabupaten Aceh, Sekretariat, Kepala Dinas
dan pihak-pihak yang terlibat langsung dengan sumber data
primer penelitian ini. Tahap ini di mulai Maret sampai
dengan Mei 2019.

3. Tahap pelaksanaan penelitian dilakukan setelah proposal
disetujui yakni bulan Juni 2019 sampai 15 Juli 2019. Dalam
tahap ini, semua kegiatan akan dipenuhi mulai dari
pengambilan data lapangan sampai dengan menguji validitas
data.

4. Tahap pelaporan akan dilaksanakan 15 hari yakni pada bulan
Juli 2019. Tahap ini, semua hasil penelitian akan dirangkai
menjadi sebuah laporan.
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Penelitian ini mengambil objek di jln Samudera nomor 18
Lancang Garam, Kecamatan Banda Sakti, Kota Lhoksemawe, web:
baitulmalaut.blogspot.com. Dari lokasi penelitian tersebut, penulis
bermaksud memahami tentang fenomena dan fakta-fakta yang
terjadi  dilapangan, serta tempat dimana penulis dapat
memperoleh data dan informasi yang diperlukan. Adapun alasan
penulis menjadikan Baitul Mal Aceh Utara sebagai tempat penelitian
, adalah dengan pertimbangan karena minimnya informasi tentang
laporan penggunaan dana zakat yang disajikan kepada publik dan

minimnya media informasi yang bisa diakses oleh publik.

B. Jenis Penelitian

Pendekatan  penelitian ini  bersifat kualitatif = yakni
menggambarkan secara menyeluruh tentang akuntabilitas dan
transparansi organisasi pengelolaan zakat pada Baitul Mal Aceh
Utara. Pengunaan metode ini lebih fleksibel dalam menentukan
model penelitian serta memudahkan penyesuaian desain penelitian.
Adapun jenis penelitian ini ialah field research (penelitian lapangan),
yaitu memperoleh data dari objek penelitian dengan mengumpulkan
data yang digali dari sumber data lapangan, yaitu informan.3?
Sumber informasi ialah Baitul Mal Aceh Utara dan bendahara dana
zakat mengenai pengelolaan dana zakat baik di Bapel maupun di

Sekretariat serta bendahara Dinas Keuangan Pemda Aceh Utara.

3 Cik Hasan Basri, Model Penelitian Figh, Jilid I, (Jakarta: Kencana,
2003), him. 54.
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C. Sumber Data Penelitian

Data yang dibutuhkan dalam penelitian ini dapat
diklasifikasikan menjadi dua sumber utama yakni data primer dan
data sekunder. Data primer ialah data primer merupakan data
yang masih murni yang didapat dari lapangan secara
langsung dan memerlukan pengolahan lebih lanjut agar memiliki
arti.* Sementara data sekunder ialah data yang diperoleh dan
digali melalui hasil pengolahan pihak ke dua atau data ini, seperti
dari laporan keuangan, buku profil, literatur, majalah maupun
publikasi data melalui surat kabar serta penelusuran kepustakaan
dengan mempelajari buku-buku, artikel dan karya tulis atau hasil
penelitian sebelumnya.’®> Adapun sumber data primer dan
sekunder tersebut adalah sebagai berikut:

1. Data primer dalam penelitian ini diperoleh secara langsung
dari objek penelitian yakni wawancara dengan narasumber
terkait dengan penelitian seperti kepala Baitul Mal Aceh
Utara dan bendahara dana zakat mengenai pengelolaan dana
zakat baik di Bapel maupun di Sekretariat serta bendahara
Dinas Keuangan Pemda Aceh Utara mengenai implementasi
akuntabilitas

2. Data sekunder dalam penelitian ini berupa gambaran
umum Baitul Mal Aceh Utara struktur organisasi, laporan
keuangan Baitul Mal Aceh Utara, serta dokumen lain yang

relevan.

34Muhammad Teguh, Metode Penelitian Ekonomi, Teori dan Aplikasi,
Cet. I, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 1997), hlm. 121.
3% Teguh, Metode Penelitian..., hlm. 122.
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D. Tehnik Pengumpulan Data

Berdasarkan sumber data yang dibutuhkan di atas, maka

teknik pengumpulan data yang digunakan ialah sebagai berikut:

1. Observasi ialah pengamatan awal terhadap objek penelitian

yakni Baitul Mal untuk memperoleh informasi tentang
akuntanbilitas dan transparansi informasi pada Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara. Observasi ini dijadikan landasan awal
dalam menyusun daftar wawancara.

. Wawancara merupakan teknik pengumpalan data secara
langsung dengan mengajukan pertanyaan kepada informan
yang dituju guna memperoleh informasi penelitian. Adapun
model yang dipilih dalam teknik wawancara penelitian ini
ialah semi terstuktur, dimana dalam wawancara ini
menggunakan pedoman wawancara tetapi ada umpan balik
dari responden yang dirasa perlu ditanyakan peneliti, sehingga
peneliti bisa menanyakan kepada informan walaupun didalam
pedoman wawancara tidak ada pertanyaannya. Wawancara ini
ditujukan secara langsung atau tanya jawab kepada pihak-
pihak yang terkait tentang penelitian pada Baitul Mal Aceh
Utara seperti kepala dan bagian akuntansi/pencatatan dana
zakat serta mustahiq maupun muzzakki Baitul Mal Aceh Utara.
. Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data yang
mengunakan dokumen sebagai sumber data penilitian baik
data utama maupun tambahan. Dukumentasi utama tersebut
berupa laporan keuangan Baitul Mal Kabupaten Aceh,
publikasi website Baitul Mal Kabupaten Aceh, publikasi media

sosial, seperti facebook dan lain-lain. Sementara dukumentasi
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pendukung ialah foto pada saat studi lapangan dan arsip Baitul

Mal Kabupaten Aceh.

E. Teknik Analisis Data
Setelah proses penelitian dilaksanakan mulai dari penyusunan
rancangan penelitian, persiapan hingga pengumpulan data, maka
tahap akhir ialah menyusun laporan secara sistematis dengan
mengumpulkan seluruh data baik dari observasi, wawancara, dan
dokumentasi. Semua data ini kemudian diklasifikasikan dalam
beberapa unit, melakukan sintesa, menyusun ke dalam pola,
memilih mana yang lebih penting yang akan dipelajari dalam
membuat kesimpulan, sehingga dapat dipahami oleh pihak peneliti
dan pihak yang berkepentingan.’¢ Tahap selanjutnya data tersebut
akan dianalisis secara kualitatif yang bersifat deskriptif tentang
akuntabilitas dan transparansi pengeloaan zakat pada Baitul Mal

Kabupaten Aceh Utara.
Adapun tahap-tahap analisa data dalam penelitian ini ialah
sebagai berikut:37

1. Reduksi data, yaitu kegiatan merangkum, memilih hal-hal
yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting serta
mencari tema atau pokok pikiran. Kegiatan ini bertujuan
untuk memberikan gambaran yang lebih jelas dan
mempermudah  peneliti dalam  mengumpulkan data

selanjutnya;

% Sugiono, Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D,
Cet. III, (Bandung: Alvabet, 2007), hlm. 244.
87 Sugiono, Metode, hlm. 247-252
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2. Penyajian data, yaitu kegiatan menyajikan data dalam bentuk
uraian singkat baik itu dalam bentuk bagan, diagram, tabel
atau dalam bentuk lainnya.

3. Verifikasi, yaitu kegiatan penarikan kesimpulan sementara
dan akan berubah menjadi konkrit bila didukung oleh valid
yang kuat, sehingga kesimpulan yang diambil menjadi
kredibel.

Setelah melalui tahap-tahap di atas, selanjutnya peneliti akan
menguji kredibilitas dan validitas data, dengan cara memperpanjang
masa penelitian agar data yang dibutuhkan tidak seluruhnya
dikumpulkan, data yang diperoleh tersebut tidak ada
perkembangan, meningkatkan ketekunan pengamatan, triangulasi
kejujuran peneliti serta memperbanyak referensi dan menguraikan

seluruh hasil penelitian secara rinci.
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BAB IV
HASIL PENELITIAN

A. Profil Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara
1. Sejarah Terbentuknya Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara
Pembentukan Undang-undang Nomor 38 Tahun 1999 pada
masa orde baru memberikan pengkuan terstruktur tentang
pengelolaan zakat. Undang-undang ini tidak hanya memberikan
pengakuan tetapi juga membuka ruang gerak bagi lembaga untuk
mengelola zakat secara institusional. Akan tetapi kewajiban tersebut
belum bisa memberikan efek yang signifikan bagi pengembangan
harta zakat sebab zakat diserahkan kepada masyarakat untuk
mengelolanya baik secara kelembagaan maupun perorangan serta
kewajiban membayar zakat belum bersifat memaksa bagi muzakki.38
Selain itu, kesadaran membayar zakat juga disandarkan sepenuhnya
pada muzakki baik dalam menghitungnya maupun menyalurkan
kepada amil zakat sesuai dengan kehendaknya, atau bisa juga
meminta amil zakat membatu menghitung jumlah zakat yang wajib
dibayarkan. Hal ini tergambar dari redaksi undang-undang berikut
ini:
1) Muzakki melakukan penghitungan sendiri hartanya dan
kewajiban zakatnya berdasarkan hukum agama.
2) Dalam hal tidak dapat menghitung sendiri hartanya dan
kewajiban zakatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1),

muzakki dapat meminta bantuan kepada badan amil zakat

38 Lihat undang-undang
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atau badan amil zakat memberikan bantuan kepada muzakki

untuk menghitungnya.

3) Zakat yang telah dibayarkan kepada badan amil zakat atau
lembaga amil zakat dikurangkan dari laba/pendapatan sisa
kena pajak dari wajib pajak yang bersangkutan sesuai dengan
peraturan perundang-undangan yang berlaku.3?

Redaksi kalimat di atas jelas menunjukkan bahwa
pengelolaan harta agama belum mendapat perhatian penuh dari
pemerintah dan masih bersifat personal tanpa ada sanksi bagi yang
tidak menunaikan kewajiban zakat. Akan tetapi, khusus untuk
Propinsi Aceh didukung oleh Undang-undang No. 44 Tahun 1999
tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa
Aceh. Undang-undang ini memberikan kewenangan bagi pemerintah
Aceh untuk mengembangkan dan mengatur daerahnya sendiri mulai
dari kehidupan beragama, kehidupan adat, kehidupan pendidikan,
peran ulama dan penetapatan kebijakan daerah.*0 Keradaan regulasi
ini juga mengatur secara khusus memberikan kewenangan penuh
bagi pemerintah Aceh untuk membentuk lembaga agama dan
menugakui lembaga agama yang sudah ada guna mendorong
penyelenggaraan kehidupan beragama sebagaimana tersurat dalam
Pasal 4 dan 5 undang-undang No. 44 Tahun 1999.

Salah satu lembaga yang telah ada sejak tahun 1994 ialah
Badan Amil Zakat Nasional (BAZIS) yang terletak di Provinsi Aceh.

% Undang-undang No. 38 Tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat
pasal 14

40 Lihat Udang-undang No. 44 Tahun 1999 Tentang
Penyelenggaraan Keistimewaan Provinsi Istimewa Aceh Pasal 2 dan 3 Ayat
1dan 2.
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Lembaga ini kemudian diakui sebagai lembaga independen oleh
Pemerintah Aceh dengan mengubah namanya menjadi Baitul Mal
sesuai dengan ketentuan Qanun Nomor 11 tahun 2002 tentang
Pelaksanaan Syari‘at Islam di bidang Agqidah, Ibadah dan Syi'ar
Islam. Isi ganun ini belum menjelaskan secara gamblang terkait
pembentukan dan pengakuan lembaga BAZIS menjadi Baitu Mal,
namun salah satu tujuan pembentukan Qanun ini ialah
meningkatkan pemahaman dan pengamalan ibadah serta
menyediakan fasilitasnya.*! Berdasarkan tujuan tersebut, terlihat jelas
bahwa pemerintah Aceh wajib menyediakan fasilitas pendukung
untuk melaksanakan kewajiban agama termasuk dalam hal ini zakat
dengan membentuk lembaga zakat.

Pada tanggal 24 Mei 2004, Bupati Kabupaten Aceh Utara
mengeluarkan Keputusan No. 11 Tahun 2014 tentang Pembentukan
Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Baitul Mal Kabupaten
Aceh Utara, sehingga BAZIS merubah namanya menjadi Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara di bawah kepemimpinan dan pengawasan
Bupate Aceh Utara. Peralihan ini resmi berlaku sejak pada bulan
Oktober Tahun 2004. Konsekuensi peralihan tersebut ialah seluruh
asset BAZIS menjadi milik Baitul Mal Kapupaten Aceh Utara. Hal ini
tidak janya perubahan nama namun perubahan seluruh aspek
kegiatan yang tidak hanya mengelola Zakat, Infaq dan Shadaqah
tetapi seluruh harta agama lainnya sebagaimana diamanah dalam
Qanun Nomor 10 Tahun 2007 tentang Baitul Mal. Harta agama

meliputi zakat, shadaqah, wakaf, hibah, meusara, harta wasitat, harta

41 Qanun No. 11 Tahu n 2002
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warisan dan lainnya yang kepada Baitul Mal.#2 Saat ini keberadaan
Qanun No. 10 Tahun 2017 telah diperbahurui dengan keluarkan
Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal. Dalam Qanun ini
lebih diperjalas klasifikasi harta agama termasuk zakat, wakaf, infaq,
hibah, uqubat, dan harta yang tidak memiliki ahli warisnya. Tidak
hanya itu, aspek-aspek yang berkaitan dengan harta agama tersebut
juga dijelaskan secara terperinci mulai dari katagorinya, pihak-pihak
yang terlibat dalam pengelolaanya serta sistematika pengeloaannya.
Dengan demikian, tugas, fungsi dan kewenanangan Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara lebih luas ruang lingkupnya dibandingkan
tahun 2017.

Adapun prestasi yang diraih oleh Baitul Mal Kabupaten Aceh
Utara ialah Juara Terbaik Ke-5 di tingkat Provinsi Tahun 2005, Baitul
Mal Terbaik Ke-1 Tahun 2010 di Tingkat Provinsi, Baitul Mal Terbaik
Ke-4 Tingkat Provinsi Tahun 2011, Pemenang Anugrah Zakat
Peringkat 1 Tahun 2009, Anugerah Zakat Tingkat Kabupaten
Katagori Kreativitas Pemberdayaan Program Terbaik, Peringkat 1

Katogori Mandiri Tengah di Tingkat Kabupaten.

2. Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara

Struktur organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara
mengikuti ketentuan Bupati Aceh Utara No. 11 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara. Melalui keputusan
ini, tersusun beberapa bagian yang harus terpenuhi dalam

kelembagaan Baitul Mal yakni Kepala Badan, Sekretariat, Bidang

42 Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Pasal 1 Poin 22.
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Pengumpulan  Zakat, Bidang Penyaluran Zakat, Bidang
Pemberdayaan Harta Agama, Bidang Perencanaan Program dan Kas

Baitul Mal. Secara praktis, pelaksanaan tugas tersebut dapat dilihat

dari struktur organisasi berikut ini:

Gambar 4.1 - Struktur Organisasi Baitul Mal Kabupaten Aceh
Utara
Berdasarkan gambar 4.1 di atas, maka otoritas masing-masing
fungsional di atas ialah sebagai berikut:

a. Otoritas Pimpinan Baitul Mal

57



Pimpinan Baitul Mal ditetapkan berdasarkan keputusan
Bupati melalui seleksi yang diadakan di tingkat Kabupaten
Aceh Utara. Saat ini Pimpinan Baitul Mal Aceh Utara ialah
Tgk. Yusradi Ismail, S.E yang dipilih langsung oleh Bupati
Aceh dan menjabat sebagai Ketua sejak Juli 2018. Tgk. Yusradi
dalam menjalankan tugasnya bertanggung jawab kepada
Bupati Kabupaten Aceh Utara yakni Muhammad Thaib.
Adapun otoritas dari Kepala Baitul Mal Kabupaten Aceh
Utara mengikuti ketentuan yang diputuskan oleh Bupati Aceh
Utara No. 11 Tahun 2004 serta Qanun Nomor 10 Tahun 2018.
Jika mengacu pada Keputusan Bupati Aceh Utara, maka
Pimpinan Baitul memiliki otoritas:

1)  Memimpin Baitul Mal untuk mencapai tujuan
kelembagaan sebagai Institusi Islam dalam
Pengelolaan Zakat dan Pemberdayaan Harta
Agama;

2)  Menyiapkan kebijakan umum dibidang
pengelolaan Zakat;

3) Pemberdayaan Harta Agama sesuai dengan
hukum Syariat Islam;

4)  Menyiapkan kebijakan teknis pelaksanaan
pengumpulan, pendistribusian zakat dan
pemberdayaan harta agama.

5)  Menyiapkan program pemberdayaan fakir,
miskin, dan dhua’fa  lainnya  melalui

pemberdayaan ekonomi umat.
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6)  Meningkatkan peran kelembagaan dalam
pembangunan Islam dan umat Islam.

7)  Membantu Bupati dibidang pelaksanaan
Syariat Islam secara kaffah.

8)  Melakukan konsultasi dan memberi informasi
kepada Kepala Dinas Syariat Islam dan Kepala
Dinas Pendapatan sebagai koordinator PAD
dalam rangka intensifikasi dan ekstensifikasi
Zakat sebagai PAD.

9) Melakukan KISS dengan Dinas, Badan,
Lembaga Daerah dan Instansi TNI dan Polri,
Perguruan Tinggi Negeri/Swasta, BUMN/
BUMD, dan perusahaan swasta pada umumnya
untuk  melaksanakan  pengumpulan  dan
penyaluran Zakat.

10) Menyusun laporan operasional kegiatan
Badan Baitul Mal  sebagai
pertanggungjawaban publik.

b. Otoritas dan Tugas Sekretariat Baitul Mal
Sekretariat adalah unsur pembantu pimpinan dibidang
pembinaan adminsitrasi. Sekretariat dipimpin oleh seorang
Sekretaris yang berada di bawah dan bertanggungjawab
kepada Kepala Badan. Sekretaris mempunyai tugas
melakukan koordinasi penyusunan program kerja badan,
pengelolaan urusan umum, perlengkapan, keuangan,
karyawan amil serta pelayanan administrasi kepada seluruh
unit kerja dilingkungan Badan. Untuk menyelenggarakan
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tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13, Sekretaris

mempunyai fungsi:

)

7)

Penyelenggaraan administrasi Badan sesuai
dengan ketentuan manajemen dan peraturan yang
berlaku.

Pengkoordinasian tugas Kepala Sub Bagian dan
Bendaharawan Rutin, sesuai dengan
garis/petunjuk Kepala Badan dan Wakil Kepala
Badan dan atau visi, misi dan program Badan.
Penyiapan bahan-bahan yang diperlukan oleh
Kepala Badan dan Wakil Kepala Badan untuk
meningkatkan kinerja kelembagaan.

Pembantu Kepala Badan dibidang tugasnya.
Pengurusan keperluan administrasi Badan sesuai
dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku.
Penyusunan rancangan anggaran pengelolaan
Zakat dan pemberdayaan Harta Agama, anggaran
tahunan kelembagaan sesuai kebutuhan serta
laporan priodik, berkala, insidentil dan tahunan.
Pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh

Kepala Badan.

Adapun sekretariat terdiri dari Sub Bagian Tata Usaha dan

Keuangan, Sub Bagian Hubungan Umat, Sub Bagian Karyawan

Amil dan Sub Bagian Data Elektronik. Masing-masing Sub

Bagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh

seorang Kepala Sub Bagian yang berada di bawah dan
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C.

bertanggung jawab kepada Sekretaris sesuai dengan bidang

tugasnya.

Otoritas dan Tugas Bagian Pengumpulan Zakat

Bidang Pengumpulan Zakat adalah unsur pelaksana
teknis bidang Pengumpulan Zakat. Bidang Pengumpulan
Zakat dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada
di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
Bidang Pengumpulan Zakat mempunyai tugas melaksanakan
kegiatan pendataan Muzakki, menetapkan jumlah zakat yang
dipungut, mengumpulkan data penerimaan zakat yang
menjadi tanggungjawabnya dan membina hubungan kerja
dengan para UPZIS serta membuat laporan terhadap
perkembangan zakat dalam Kabupaten Aceh Utara. Bidang
Pengumpulan Zakat terdiri dari Sub Bidang Pendataan dan

Penetapan Zakat, Sub Bidang Penerimaan dan Pelaporan.

Otoritas dan Tugas dari Bidang Penyaluran Zakat

Bidang Penyaluran Zakat adalah unsur pelaksana teknis
dibidang penyaluran zakat. Bidang Penyaluran Zakat
dipimpin oleh seorang Kepala Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan. Bidang
Penyaluran  Zakat  mempunyai tugas  melakukan
pendataan mustahiq sesuai dengan ashnaf delapan
berdasarkan ketentuan hukum syariat islam, menyalurkan
zakat kepada mustahiq atas dasar prinsip ekonomi Islam
yang adil serta membuat laporan penyaluran zakat sesuai
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dengan ketentuan administrasi yang berlaku. Untuk
menyelenggarakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 24, Bidang Penyaluran Zakat mempunyai fungsi:
1) pendataan mustahiq sesuai dengan ketentuan syariat;

2) penyaluran zakat kepada mustahiq sesuai dengan

ashnafnya;
3) pelaporan atas penyaluran zakat;
4) penyusunan program operasional pembinaan mustahig;
5) penyelenggaraan administrasi penyaluran zakat;
6) pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala

Badan;

Bidang Penyaluran Zakat terdiri dari Sub Bidang Pendataan
Mustahiq dan Sub Bidang Pendistribusian dan Pelaporan.
Masing-masing sub bidang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bidang yang berada di bawah
dan bertanggungjawab kepada Kepala Bidang Penyaluran Zakat
sesuai dengan bidang tugasnya. Sub Bidang Pendataan Mustahiq
mempunyai tugas mendata Mustahiq dan menyusun menurut
ashnafnya, menyelenggarakan administrasi pendataan Mustahiq
serta menyusun program operasional pembinaan Mustahiq.
Sementara Sub Bidang Pendistribusian dan Pelaporan
mempunyai tugas menyelenggarakan administrasi penyaluran
zakat, menyalurkan zakat sesuai peruntukkannya, menyusun
data realisasi penyaluran zakat, serta membuat laporan harian,
mingguan, bulanan, dan tahunan tentang penyaluran zakat dan
melakukan sinkronisasi data penyaluran zakat dengan kas baitul
mal.
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B. Manajemen Penganggaran Zakat sebagai PAD pada Baitul
Kabupaten Aceh Utara
Penggolongan zakat sebagai salah satu Pendapatan Asli
Daerah (PAD) disebutkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Konsekuensinya, zakat menjadi
bagian dari APBD yang pengaturannya tunduk atas Undang-undang
No. 33 Tahun 2004. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan
bahwa:
“Semua penerimaan dan pengeluaran Daerah dalam tahun
anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD
(Pasal 66 ayat 5). Surplus APBD dapat digunakan untuk
membiayai pengeluaran Daerah tahun anggaran berikutnya
(Pasal 66 Ayat 6). Penggunaan surplus APBD sebagaimana
dimaksud pada ayat (5) untuk membentuk Dana
Cadangan atau penyertaan dalam Perusahaan Daerah
harus memperoleh persetujuan terlebih dahulu dari DPRD
(Pasal 66 ayat 7). Semua Pengeluaran Daerah, termasuk
subsidi, hibah, dan bantuan keuangan lainnya yang sesuai
dengan program Pemerintah Daerah didanai melalui APBD.
(Pasal 67 ayat 3).43
Jika zakat dijadikan sebagai PAD yang merupakan salah satu
sumber APBD, maka harus mengikuti serangakain proses
penganggaran sesuai dengan ketentuan Undang-undang No. 17
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara. Jika berpedoman dengan

Undang-undang tersebut maka penganggaran disusun berdasarkan

# Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004.
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kebutuhan dan kemampuan pendapatan.#* Dalam hal ini,
penggagaran zakat harus disesuaikan dengan kebutuhan mustahik
zakat serta sumber zakat yang berhasil terkumpul pada periode
tersebut. Selanjutnya perencanaan anggaran juga harus mengikuti
Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam rangka
mewujudkan tujuan negara.*> Dengan demikian, penyusuan
anggaran zakat mengacu pada RKPD yang disusun oleh Bupati Aceh
Utara. Secara umum, RKPD disusun berdasarkan prestasi kerja tahun
sebelum dan perkiraan berlanja tahun berikutnya, selanjutnya
rencana anggaran tersebut disampaikan dalam Pembicaraan
Pendahuluan RAPBD.# Hasil pembahasan rencana kerja dan
anggaran disampaikan kepada pejabat pengelola keuangan daerah
sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang
APBD tahun berikutnya.#” Oleh sebab itulah, sistematika
perancangan anggaran zakat pada Baitul Mal Aceh Utara mengikuti
langkah sebagai berikut:4
1. Menentukan target pengumpulan zakat tahun berikutnya
berdasarkan pengalaman tahun berjalan;
2. Menyusun program penyaluran zakat, dalam hal ini khusus
tahun 2019 sebagian besar zakat akan dialokasikan untuk
pembuatan rumah kaum fakir miskin sebanyak 114 rumah,

sisa anggarannya akan dialokasikan dalam bentuk beasiswa

4 Pasal 17 Tahun 2003, ayat 1.

45 Pasal 17 Tahun 2003 Ayat 2.

46 Pasal 19 ayat 2, 3 dan 4

47 Pasal 19 ayat 5

#Wawancara dengan Ibu Fitriani Kepala Sekretariat Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara Pada 9 Agustus 2019.
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pendidikan untuk santri sebesar Rp. 987.500.000 dan juga
bantuan langsung kepada fakir miskin. Sementara muallaf,
biasanya akan diberikan bantuan modal kerja dalam bentuk
barang modal. Secara umum, mayoritas dana yang
disalukrkan diperuntukkan bagi fakir miskin, dan sebagian
kecilnya untuk golongan asnaf lainnya.

3. Mengajukan semua perencanan kepada Dewan Pengawas
dan Dewan Pengawas akan membuat sidang rapat terbatas
untuk mengesahkan semua perencanaan yang telah disusun.

4. Semua berkas perencanaan akan diserahkan kepada DPRD
pada pertengahan tahun berjalan untuk dilegalkan serta
direalisasi pada tahun berikutnya.

Secara lebih khusus, perencanaan zakat diuraikan dalam
Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitu Mal Pasal 107, yaitu
pendataan muzakki, harta yang dikenakan zakat dan pendataan
mustahik, = perencanaan  pengumpulan dan  perencanaan
pendistribusian dan pendayagunaan. Hal ini sesuai dengan
perlakuan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, hanya saja acuan
perencanaan mustahik di dasarkan pada proposal yang diajukan
mustahik tahun berjalan dan akan dicairkan tahun berikutnya.
Kenyataan ini mengundang kotroversi dari para pakar di Aceh, salah
satunya Prof. Dr. Aliyasa” Abubakar, MA yang mengatakan bahwa
Zakat sebagai salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah
(PAD) harus diperlakukan secara khusus dalam
pengelolaannya. Hal ini karena, zakat yang diperoleh tidak

bisa ditunda-tunda penyalurannya, sehingga tidak harus
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mengikuti mekanisme penganggaran pemerintah yang

dilakukan per tahun.#

Prof. Dr. Aliyasa’” Abubakar, MA juga menambahkan bahwa
zakat sebagai PAD hanya berlaku di Provinsi Aceh, hal ini tercantum
dalam Pasal 180 (1) huruf d Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh. Menurutnya pengelolaan dana zakat
harus diperlakukan secara khusus, karena ini bukan uang daerah
secara umum, dan sudah ada aturan bagaimana menyalurkannya.

Pada dasarnya sistem pengggaran zakat telah diatur secara
khusus dalam Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal
109, yaitu penggaran zakat dikelompokkan dalam jenis PPA khusus
baik dari segi penerimaan maupun dari segi penganggaran.
Penganggaran penerimaan yang dimaksud disini ialah zakat yang
terhimpun dari muzakki dikatagorikan kepada Sumber Pendapatan
Asli Daerah Kabupaten/Kota Khusus. Begitu juga penganggaran
belanja zakat, yang dikhususkan untuk mustahik zakat.’® Sistem
penggangaran ini diterapkan secara penuh oleh Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara, yakni semua jenis zakat yang terkumpul
berasal dari SKPD yang dipotong oleh Dinas Keuangan. Sistem
pemotongan ini dilakukan secara automatic link karena sebagian
besar muzakki zakat adalah Pegawai Negeri Sipil yang ada di
Kabupaten Aceh Utara dari berbagai instansi pemerintahan. Hanya

saja instansi vertikal seperti Kepolisian, Kejaksaan, Hakim dan

49 Aliyasa’ Abubakar, Zakat sebagai PAD Khusus, Serambinew.com,
Publikasi Sabtu 10 Agustus 2019.

%0 Lihat Qanun Nomor 10 Tahun 2018 tentang Baitul Mal Pasal 109
sampai 111.
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sejenisnya belum menyalurkan zakat ke Baitul Mal Kabupaten Aceh
Utara. Begitu juga dengan wirauswasta baik itu pedagang,
pengusaha kecil menengah dan masyarakat secara umum yang tidak
berkerja di Kantor Pemerintahan, masih minim kesadarannya
membayar zakat ke Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.>!

Selain itu, zakat yang bersumber dari personal muzakki baik
itu wirausawa maupun dari masyarakat umumnya yang diterima
langsung oleh Bendahara Zakat yang ada di Baitul Mal Aceh Utara
berasal dari personal muzakki yang sadar akan kewajibannya serta
dari para honorer lembaga pemerintahan di wilayah Aceh Utara. Ada
juga dari masyarakat yang menyetor langsung zakat tersebut namun
masih sangat kecil jumlah muzakkinya hanya berkisar 1 atau 2 orang.
Kemudian dana zakat tersebut akan disalurkan oleh Bendahara
Zakat ke rekening yang ada di Dinas Keuangan Provinsi.52

Saat ini, Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara mengelola 5% dana
zakat yang bukan dari Provinsi, sementara 95% lainnya merupakan
dana zakat berasal dana SKPD Provinsi. Sebelumnya dana zakat
dikelola penuh oleh pusat namun saat ini dana zakat kembalikan ke
daerah pungutan masing-masing dan ini menjadi tambahan dana
zakat. Dana ini berasal dari guru SMA dan SMK yang menurut
kebijakan guberner digaji oleh pemerintah Aceh. Hanya saja dana
yang dikembali tersebut, apakah termasuk penerimaan Baitul Mal
Aceh Utara atau Baitul Mal Provinsi mencatatnya sebagai
penyaluran? Dalam ini, jika Baitul Mal Provinsi mencatat ini sebagai

penyaluran maka Baitul Aceh Utara harus mengakui dana tersebut

51 Wawancara dengan pak Amir pada 1 Juli 2019
52 Wawancara dengan Amir 1 Juli 2019.
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sebagai apa? Pernyataan selanjutnya jika itu termasuk dalam
penyaluran zakat di sana, berarti Baitul Mal Aceh Utara hanya
sebagai wakilah dari Baitul Mal pusat untuk menyalurkan dana zakat
yang mereka anggarkan kepada program-program tertentu. Namun
sebaliknya jika ini dimasukkan sebagai penerimaan Baitul Mal Aceh
Utara, maka pengakuan dari Baitul Mal Pusat atas dana yang mereka
kumpulkan tidak bisa diakui sebagai penerimaan mereka sebab dana
itu milik Baitul Mal Aceh Utara dan Baitul Pusat hanya sebagai
wakilah dalam memungut zakat. Menurut informasi dari Agustiar
dana tersebut termasuk dalam penerimaan Baitu Kabupaten Aceh
Utara.5

Adapun jumlah dana yang dianggarkan tahun 2019 ialah Rp.
12.000.000.000;, jumlah ini mengalami peningkatan dari tahun
sebelumnya (2018) hanya Rp. 9.000.000.000. Adanya peningkatan
tersebut dimungkinkan karena terdapat sisa anggaran tahun
sebelumnya sebesar Rp. 4.000.000.000. yang menjadi SILPA tahun
yang akan datang. Jika mengacu pada Undang-undang Nomor 13
Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, maka pada saat terjadi
surplus anggaran negara dalam hal ini zakat sebagai salah satu
sumber APBD Daerah Aceh, maka surplus tersebut harus ditetapkan
oleh Pemerintah Daerah Penggunaanya.>* Penetapan Penggunaan
tersebut diatur dalam Peraturan Bupati. Adapa pada saat anggaran
difisit, pihak Baitul Mal akan menggunakan dana sementara yang

bersumber TU.

5 Wawacara dengan bapak Agustiar sebagai Staf sekretariat Baitul
Mal Kebupaten Aceh pada 1 Juli 2019.
54 Pasal 17 Tahun 2013 Ayat 4.
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Jika anggaran diperkirakan defisit, maka harus ditetapkan
sumber pembiayaan lain untuk menutup defisit tersebut dalam
Peraturan Daerah tentang APBD. Lain halnya, jika anggaran
diperkiran surplus, pemerintah juga diwajibkan menetapkan
penggunaan surplus tersebut dalam Peraturan Daerah tentang
APBD. Adapun landasan penggaran zakat ialah Rencana
Penerimaan Dana Zakat tahun 2018-2019, Rencana Alokasi
Penyaluran Zakat yang dikumpulkan Baitul Mal Kabupaten Aceh
Utara Tahun 2018-2019, Pertimbangan. Landasan hukum yang
digunakan dalam penggangaran zakat ialah:

1. Undang-undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang
Penyelanggaran Keistimewaan Aceh;

2. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemeritahan
Aceh;

3. Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan
Aceh;

4. Qanun Nomor 10 Tahun 2007 Tentang Baitul Mal;

5. Peraturan Daerah Provinsi Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun
2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam;

6. Peraturan Bupati Nomor 16 Tahun 2015 tentang Mekanisme
Pengelolaan Zakat;

7. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 22 Tahun 2004 tentang
Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Baitul Mal Aceh
Utara;

8. Keputusan Bupati Aceh Utara Nomor 451.1/483 /2017 tentang

Penunjukan Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Utara;
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Pihak Baitul Mal mengalokasi dana zakat sebagai berikut:
Tabel. 4.1

Daftar Rencana Alokasi Dana Zakat Tahun 2019

No Uraian Volume Satuan Jumlah %
Bantuan Rumah Dhuafa
1 114 Unit | Rp 75.000.000 Rp 8.550.000.000 47,52
Fakir dan Miskin
Bantuan Rehab Rumah
2 27 Unit | Rp 25.000.000 Rp 675.000.000 3,75
Fakir dan Miskin
3 | Bantuan Dana Zakat untuk:
a. Fakir 6740 | Rp 400.000 Rp 2.696.000.000 14,98
b. Miskin 6740 | Rp 400.000 Rp 2.696.000.000 14,98
4 | Ibnu Safil
a. Bantuan Biaya
Pendampingan Berobat Rp 170.000.000 0,95
Pasien Fakir dan Miskin
5 | Bantuan Fisabilillah
a. Bantuan Biaya
Berkelanjutan bagi Santri 972 | Rp 500.000 Rp 486.000.000 2,7
Fakir dan Miskin 81 x12
b. Bantuan Beasiswa
1000 | Rp 500.000 Rp 500.000.000 2,78
Santri Fakir dan Miskin
¢. Bantuan Dana untuk
120 | Rp 500.000 Rp 60.000.000 0,33
Guru Pengajian 10 x 12
d. Bantuan Kitab untuk
Dayah Balai Pengajian, Rp 195.000.000 1,08
Majelis Ta'lim dan Santri
6 | Bantuan Gharimin Rp 300.000.000 1,67
7 | Bantuan Muallaf Rp 30.000.000 0,17
8 | Amil Zakat 10% Rp 1.635.800.000 9,09
Total Dana Zakat Rp 17.993.800.000 100
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Perencanaan alokasi anggaran di atas harus mendapat
persetujuan dari Dewan Pengawas Baitul Mal Aceh Utara yakni Tgk.
Muniruddin A. Rahman (Ketua), Tgk. M. Yusuf (Wakil Ketua),
Fitriani HA, SH., MH (Sekretaris), Tgk, M.Yusuf (Anggota), Ust. H.
Amirullah M. Diyah, Lc., M.Ag (Anggota) dan Tgk. Fauzan Hamzah,
S.HI, M.HI. Persetujuan ini didasarkan pada hasil rapat dengan
dewan pengawas dan sekretaris Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara.

Sementara dalam praktik kesehariannya, pada saat Baitul
Mal ingin melakukan pencairan dana, maka terlebih dahulu
mengajukan permohonan berdasarkan proposal yang diajukan oleh
para mustahik zakat. Permohonan ini ditujukan kepada Kepala
Badan Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Aceh Utara selaku
PPKD dan disertai rincian penggunaan dana yang disetujui oleh
Bendahara Pengeluaran, Kepala Baitul Mal dan Ketua Dewa
Pengawas Baitul Mal Aceh Utara.

Serangkaian mekanisme, regulasi dan proses pencairan zakat
sebagai PAD pada Baitul Kabupaten Aceh Utara dapat disimpulkan
bahwa zakat dijadikan PAD Khusus yang tunduk atas Qanun No 10
Tahun 2018, di mana kekhawatiran dana zakat tergabung dengan
dana PAD lainnya tidak terjadi di Kabupaten Aceh Utara sebab Dana
Zakat mempunyai rekening khusus yang ditetapkan oleh Bupati
Aceh Utara. Akan tetapi dalam penerapan dana zakat pada periode
bersangkutan tidak habis disalurkan pada periode tersebut
disebabkan ketetapan tutup buku anggaran oleh pemerintah harus

mengikuti ketentuan Negara tentang Keuangan.
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C. Akuntabilitas pada Manajemen Penganggaran Zakat sebagai
PAD di Baitul Kabupaten Aceh Utara

Problematikan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam
manajemen zakat sebagai PAD sangat kompleks. Mulai dalam
penentuan target, pelaporan serta transparansi transaksi keuangan
kepada masyakarakat. Biasanya, pihak Baitul Mal akan menentukan
target realisasi zakat sesuai dengan pengalaman sebelumnnya,
sehingga dana yang terkumpul melebihi dari target yang
dicadangkan akan menjadi SILPA yang tidak tidak termasuk dalam
program penyaluran zakat periode berjalan. Di tambah lagi
optimalisasi manajemen zakat juga perlu ditingkatkan mengingatkan
banyak potensi zakat jika Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara berhasil
menghimpun zakat dari lembaga horizontal seperti Kejaksaan,
Kepolisian, dan Lembaga sejenis lainnya.

Demikian halnya dengan sistem akuntabilitas zakat,
konsekuensi zakat sebagai PAD sebagaimana dijelaskan oleh bagian
Sekretariat Baitu Mal ialah sistem pelaporan mengacu pada Standar
Akuntasi Pemerintah (SAP) sebagaimana diatur dalam Peraturan
Pemerintah Republik Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang
Standar Akuntansi Pemerintahan. Sistem pelaporan dengan sistem
akan sangat berbeda dengan Standar Akuntansi Zakat yang termuat
dalam PSAK Nomor. 109. Perbedaan ini terletak pada unsur laporan
keungan dan sistem pengakuannya. Unsur laporan dalam SAP terdiri
dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo
Anggaran Lebih (Laporan Perubahan SAL), Neraca, Laporan
Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan
Ekuitas (LPE) dan Catatan Laporan Keuangan (CalLK). Semua
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laporan tersebut hanya dapat diakses oleh Pemerintah Daerah
Kabupaten, Tim TPAD, DPRD, Inspektoran Kabupaten, Pengguna
Anggaran, Bendahara dan PPK-SKPD. Selain itu, keterbatasan
lainnya dari sistem akuntabilitas dengan SAP ini ialah belum
komprehensif menyebutkan arus dana zakat, hanya melaporkan
posisi keuangan secara umum dari Kabupaten Aceh Utara termasuk
salah satu sumbernya adalah zakat. Sementara dalam Laporan Arus
Kas hanya menyebutkan secara singkat terkait sumber dan jumlah
penerimaan zakat sebab fokus utama dalam pelaporan ini ialah
memberikan pertanggungjawaban terhadap realisasi anggaran
periode berjalan dengan metode akrual yakni pemerintah hanya
mengakui penerimaan daerah setelah dana kas masuk ke rekening
daerah, demikian halnya dengan zakat. Sehingga dana zakat yang
semestinya masuk dalam periode berjalan tetapi menjadi SILPA
sebab baru terekam dalam rekening zakat setelah tutup buku tanggal
25 Desember tahun 2018.

Berbagai keterbatasan di atas di tambah dengan belum
adanya bentuk pertanggujawaban yang disusun oleh Baitul Mal guna
memberikan informasi arus dana zakat kepada masyarakat Aceh
Utara. Bahkan keterbukaan informasi antara Dinas Keuangan dengan
Pihak Baitul Mal harus melewati sistem yang sedikit panjang, di
mana pihak Baitul Mal harus memintanya lewat Bendahara lalu
menghubungi Dinas keuangan dan bentuk laporan yang diterima
biasanya berupa Rekening Koran Bulanan Dana Zakat dari Bank.
Rekening ini kemudian direkap oleh Bagian Bendahara untuk
menjadi sumber informasi utama arus kas masuk dalam rekening
zakat. Hasil rekap ini tidak berbentuk laporan keuangan hanya

73



menyesuaikan dengan kebutuhan informasih bagi internal Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara.

Dalam hal ini, Dinas Keuangan tidak mempunyai kewajiban
khusus memberikan laporan ke pada Kepala Baitul Mal, namun pada
saaat pihak Baitul Mal membutuhkan informasi rekening zakat,
mereka akan menghubungi Dinas Keuangan dan bentuk laporan
yang diterima biasanya dalam rekening koran bank per bulan.
Berdasarkan rekening koran tersebut, Bendahara Aceh Utara
kemudian merekap rekening koran itu wuntuk kebutuhan
transaksinya bukan dalam format laporan keungan seseuai ketentuan
PSAK No. 109. Padahal jika mengacu pada bentuk lembaga Baitul
Mal sebagai lembaga non struktural pemerintah Aceh yang
berorientasi pada nirlaba yang tunduk pada ketentuan Undang-
undang No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Pengelolaan
dalam undang-undang tersebut meliputi perencanaan, pelaksanaan,
pengorganisasian, pengumpulan, pendistribusian dan
pendayagunaan zakat. Untuk mewujudkan manajemen zakat
tersebut, maka sudah sepatutunya Baitul Mal Aceh Utara
membentuk  laporan Keuangan secara terpisah  sebagai
pertanggunjawab lembaga kepada masyarakat Aceh Utara. Bentuk
akuntabilitas tersebut dapat berupa informasi akuntansi yang
dipercaya, diandalkan, mudah dipahami, relevan dan sesuai dengan
konteks syariah.

Hadirnya PSAK No. 109 menjawab kebutuhan Baitul Mal
hanya saja dalam tataran aplikasinya belum digunakan. Standar ini
secara khusus mengatur bagainama zakat diperlakukan sebagai harta
agama mulai dari pengakuannya, pengukurannya, penyajian dan
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pengungkapannya. Pengakuan yang dimaksud disini ialah
pengakuan dana zakat baik berupa aset maupun non aset sebesar
yang diterima oleh muzakki. Dalam hal ini, Baitul Mal harus
mengakui metode akrual (dana zakat baru diakui setelah ada kas
atau assetnya). Betigu juga dengan pengkuran, catatan transaksi
zakat dilaporkan sebagaimana pengukuran nilai kas dan asetnya
sesuai dengan harga pasar yang berlaku (bagi aset). Selanjutnya
khusus untuk penyajian, Baitul Mal diharuskan memisahkan akun
zakat dengan harta agama lainnya (infaq, wakaf dan lain-lain). Tidak
hanya itu, PSAK Nomor 109 menjelaskan secara rinci terkait hal-hal
yang perlu diungkapkan dalam laporan zakat yakni:

1. Kebijakan penyaluran zakat seperti penentuan skala prioritas
penerima;

2. Penetapan persentase pembagian antara amil dengan
penerima zakat;

3. Metode penentuan nilai wajar yang ditetapkan Baitul Mal
guna mengukur nilai wajar zakat dalam bentuk aset nonkas;

4. Rincian jumlah penyaluran dana zakat yang mencakup
jumlah beban pengelolaan dan jumlah dana yang diterima
langsung oleh mustahik;

5. Hubungan istemewa antara amil dengan mustahik mulai dari
sifatnya, jumlah dana yang disalurkan sampai dengan
persentase dari jumlah berbading dengan seluruh anggaran
zakat.

Adapun komponen laporan keuangan yang harus dilaporkan
ialah Neraca, Laporan Perubahan Dana, Laporan Perubahan Aset
Kelolaan, Laporan Arus Kas dan Catatan Laporan Keuangan. Menilai
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dari tuntutan tersebut, Baitul Mal Aceh Utara sudah seharusnya
mengikuti sistem akuntabilitas yang tercermin dari PSAK No. 109
yang bagian dari tanggungjawabnya sebagai lembaga publik nirlaba
milik masyarakat dan pemerintah yang khusus mengelola harta
agama. Hal ini juga memungkinkan untuk menjadi instrumen Baitul
Mal Aceh Utara dalam hal menarik perhatian publik khususnya
Instansi Pemerintah vertikal yang belum membayarkan zakatnya ke
Baitul Mal Aceh Utara. Mengingat bila mengandalkan pengaruh dari
sosialisasi masih sangat kecil disebabkan belum bisa dilakukan secara
optimal karena keterbatasan anggaran untuk sosialisasi.

Disamping itu, pengaruh stigma “zakat profesi itu tidak
termasuk dalam harta yang wajib di zakatkan, memberikan efek
besar bagi masyarakat secara umum. Jika sasarannya Pegawai negeri
Sipil, maka pengaruh masih dikatogorikan kecil hanya berkisar 0,1%
karena secara langsung mau tidak mau gaji mereka telah dipotoh
dana zakat oleh Dinas Keuangan Provinsi. Akan tetapi jika ditujukan
kepada masyarakat umum, pengaruh itu sangat tinggi sebab di Aceh
Utara jumlah muzakki non PNS dapat terbilang mayoritas, namun
belum ada kesadaran membayar zakat kepada Baitul Mal.

Adapun kendala yang sangat krusial saat ini dialami oleh
Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara ialah:

1. Masyarakat yang tergolong ke mustahik zakat masih awam
terhadap sistem Baitul Mal yang digolongkan dananya
sebagai PAD, sehingga dalam praktiknya Baitul Mal sulit
menjelaskan tentang sistem pencairan dana yang harus

melewati proses panjang dan membutuhkan waktu relatif
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lama. Dalam hal ini, masyarakat yang datang ke Baitul Mal

langsung meminta hak mereka sebagai mustahik zakat;

2. Masyarakat juga masih menganggap bahwa setelah
permohonan masuk ke Baitul Mal dan pihak lembaga
melalukan survey kelayakan penerima dana zakat, mayoritas
masyarakat mengganggap bahwa mereka layak menerimanya
tanpa mengetahui sistem seleksi dan prioritas utama
penerima program Baitul Mal, dan hal ini biasanya terjadi
program Pembagunan Rumah Dhuafa.

3. Informasi yang terjaring dari Geushik Gampong di
Kabupaten Aceh Utara terkadang tidak sesuai dengan kriteria
mustahik zakat prioritas sehingga ada mustahik yang lebih
layak dibantu segera namun terlewatkan disebabkan asimetri
informasi oleh Baitul Mal.

Adapun kemajuan Baitul Mal saat ini ialah dana zakat yang
berhasil dipungut oleh Baitul Mal Provinsi Aceh, dulunya dikelola
penuh oleh pusat namun saat ini dana zakat ini kembalikan ke
daerah pungutan masing-masing dan ini menjadi tambahan dana
zakat. Dana ini berasal dari guru SMA dan SMK yang menurut
kebijakan guberner digaji oleh pemerintah Aceh. Hanya saja dana
yang dikembali tersbeut, apakah termasuk penerimaan Baitul Mal
Aceh Utara atau Baitul Mal Provinsi mencatatnya sebagai
penyaluran? Dalam ini, jika Baitul Mal Provinsi mencatat ini sebagai
penyaluran maka Baitul Aceh Utara harus mengakui dana tersebut
sebagai apa? Pernyataan selanjutnya jika itu termasuk dalam
penyaluran zakat di sana, berarti Baitul Mal Aceh Utara hanya
sebagai wakilah dari Baitul Mal pusat untuk menyalurkan dana zakat
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yang mereka anggarkan kepada program-program tertentu. Namun
sebaliknya jika ini dimasukkan sebagai penerimaan Baitul Mal Aceh
Utara, maka pengakuan dari Baitul Mal Pusat atas dana yang mereka
kumpulkan tidak bisa diakui sebagai penerimaan mereka sebab dana
itu milik Baitul Mal Aceh Utara dan Baitul Pusat hanya sebagai

wakilah dalam memungut zakat.
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BABV
KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan analisis dan pembahasan mengenai akuntabilitas

pengelolaan zakat di Baitul Mal kabupaten Aceh Utara , maka

penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Manajemen penganggaran zakat pada Baitul Kabupaten Aceh
Utara termasuk dalam golongan Pendapatan Asli Daerah (PAD)
karena disebutkan dalam Undang-undang No. 11 Tahun 2006
tentang Pemerintahan Aceh (UUPA). Konsekuensinya, zakat
menjadi bagian dari APBD yang pengaturannya tunduk atas
Undang-undang No. 33 Tahun 2004. Maka harus mengikuti
serangakain proses penganggaran berdasarkan kebutuhan dan
kemampuan pendapatan dan selanjutnya perencanaan anggaran
juga harus mengikuti Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD)
dalam rangka mewujudkan tujuan daerah.

2. Problematikan Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara dalam sistem
akuntabilias zakat sangat kompleks. Mulai dalam penentuan
target, pelaporan serta transparansi transaksi keuangan kepada
masyakarakat. Di tambah lagi optimalisasi manajemen zakat juga
perlu ditingkatkan mengingatkan banyak potensi zakat jika Baitul
Mal Kabupaten Aceh Utara berhasil menghimpun zakat dari
lembaga horizontal seperti Kejaksaan, Kepolisian, dan Lembaga
sejenis lainnya.

3. Problematika lainnya adalah zakat sebagai PAD sebagaimana

dijelaskan oleh bagian Sekretariat Baitu Mal ialah pada sistem
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pelaporan mengacu pada Standar Akuntasi Pemerintah (SAP)
sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Republik
Indonesia Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi
Pemerintahan. Sistem pelaporan dengan sistem akan sangat
berbeda dengan Standar Akuntansi Zakat yang termuat dalam
PSAK Nomor. 109.

4. Berbagai keterbatasan di atas di tambah dengan belum adanya
bentuk pertanggungjawaban yang disusun oleh Baitul Mal
Kabupaetn Aceh Utara guna memberikan informasi arus dana

zakat kepada masyarakat Aceh Utara.

5.2. Saran

Saran-saran untuk meningkatkan sistem pengelolaan dana zakat,

infaq dan shadaqah di Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara, peneliti

memberikan saran-saran sebagai berikut:

1. Baitul Mal Kabupaten Aceh Utara merupakan lembaga
kepercayaan masyarakat yang menitipkan dananya untuk
disalurkan kepada kaum fakir miski dalam bentuk program-
program kerja yang telah ditetapkan. Maka sebaiknya lembaga
ini melakukan audit. Audit yang dilakukan oleh auditor internal
lembaga dan juga diaudit oleh auditor independen. Hal tersebut
untuk membuktikan kepada masyarakat umum atas kewajaran
laporan keuangannya, sehingga lebih meningkatkan kepercayaan
masyarakat terutama para donatur/muzzaki.

2. Proses pembenahan pengelolaan zakat yang dilakukan pada tiap
tahun ini, telah banyak peningkatan dari segi program-program
penghimpunan dan penyaluran dana zakat dan infak /sedekah,
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namun sejauh ini zakat yang terkumpul melalui program-
program pengumpulan zakat yang dicanangkan oleh Baitul Mal
Kabupate Aceh Utara belum maksimal. Salah satu penyebabnya
yaitu sangat minimnya sosialisasi terkait pemahaman akan
pentingnya zakat kepada muzakki, sehingga berakibat pada
kurangnya kesadaran muzakki dalam pembayaran zakat. Untuk
meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara meningkatkan lagi inovasi dalam
program-program pengumpulan zakat, khususnya program
sosialisasi pentingnya zakat ke para muzakki, melalui media cetak
maupun media elektronik demi terwujudnya tujuan Baitul Mal
yang mampu menanggulangi kemiskinan di Aceh Uatra secara
khusus dan Aceh secara umum.

Penerapan akuntabilitas yang dilakukan oleh Baitul Mal
Kabupaten Aceh Utara harus lebih ditingkatkan lagi khususnya
dalam penyajian laporan keuangannya. Penerapan akuntansi
untuk lembaga amil zakat sebaiknya mengacu kepada standar
akuntansi yang terkait dengan lembaga amil zakat serta sesuai
dengan prinsip syari’ah sesuai dengan Al Qur’an dan Hadist. hal
tersebut dilakukan untuk menyeragamkan laporan keuangan

yang dihasilkan oleh lembaga amil zakat.
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